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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, 

karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suruh tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. 

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang 

kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun Anggaran. 

LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara 

teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis 

(Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing 

perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk 

percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada 

tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan 

gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. 

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi laporan atas kinerja Kecamatan 

Suruh Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi upaya 

peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 
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BAB I 

I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suruh 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara 

periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, 

Kecamatan Suruh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu 

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu 

meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem 

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, 

capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya 

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan 

Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel 

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN). 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 



 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Suruh tahun 2023  2 
 

dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek 

diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. 

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari 

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama 

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Terwujudnya suatu tata 

pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. 

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan 

Laporan Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek yang dimaksudkan 

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator 

kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Suruh 

mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam 

Renstra Kecamatan Suruh Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. 

Pelaporan dimaksud dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja 

Kecamatan Suruh sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak 

kerja yang telah disepakati antara Camat Suruh dengan Bupati Trenggalek 

yang sudah tertuang dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Suruh. 

 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan 

Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah :  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;  

2. Mendorong Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek di dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan 

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;  
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3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek untuk meningkatkan kinerjanya;  

4. Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai 

dan bagaimana proses pencapaiannya 

 

1.3 Dasar Hukum  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suruh sebagai salah 

satu bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggaraan pemerintahan 

merupakan dokumen yang merekam potret pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja di setiap satuan kerja khususnya Kecamatan Tugu Kabupaten 

Trenggalek. Laporan Kinerja tidak dapat dipisahkan dari sub sistem kinerja 

yang lain, menyangkut : Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Penetapan 

Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Adapun landasan hukum 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suruh Tahun 

2023 adalah sebagai berikut :  

(1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,  

(2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,  

(3). Landasan Operasional : 

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965;  

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara;  

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  

8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);  

9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2006 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  

10) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah;  

11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan 

Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;  

12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan;  

13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan;  

14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi 

Keuangan Daerah; 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah;  

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;  

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah;  

20) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
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Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.  

21) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.  

22) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Tugas Kecamatan.  

23) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun Anggaran 2023;  

24) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun Anggaran 2023;  

 

1.4 Gambaran Umum Kecamatan Suruh 

Kecamatan Suruh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten 

Trenggalek  dalam menjalankan organisasi  berpedoman pada Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan. Secara Geografis  Kecamatan Suruh 

terletak 111’64 Bujur Timur  dan 08,096 Lintang Selatan dengan ketinggian 147 

meter diatas permukaan air laut dengan Luas Wilayah 115,17 KM2 

Adapun  batas – batas  wilayah  Kecamatan  Suruh,  yaitu  : 

1.  Sebelah Utara :   Kec. Tugu 

2.  Sebelah Timur :    Kec. Karangan 

3.  Sebelah Selatan :    Kec. Dongko   

4.   Sebelah Barat  :     Kec. Pule 
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Suruh 

Wilayah   Kecamatan  Suruh   terdiri  dari  7  ( Tujuh ) desa,  yaitu  : 

1)   Desa Suruh 

2)   Desa Gamping 

3)   Desa Nglebo 

4)   Desa Wonokerto 

5)   Desa Puru 

6)   Desa Ngrandu 

7)   Desa Mlinjon 

 

Ekonomi makro Kecamatan Suruh tergambar dalam luas area layanan 

Kecamatan  Suruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 5.072 

Ha, yang tercakup dalam 7 desa, dengan jumlah dusun sebanyak 27 (dua puluh 

tujuh) Dusun,  meliputi  41 (empat puluh satu) Rukun Warga (RW) dan 189 (serratus 

delapan puluh sembilan) Rukun Tetangga (RT)  dan orbitasi (jarak terdekat/terjauh) 

antara Kecamatan (ibukota Kecamatan) dengan : 

 jarak desa terjauh   :  9 Km 

 jarak dengan kabupaten  :  20 Km   

 jarak dengan propinsi  :  221 KM  
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1.5 Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, 

serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Tugas Kecamatan, maka dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan 

Kelurahan, dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, sekretaris 

Kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 

serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-

masing.  

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 37 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasai, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Kecamatan Kabupaten Trenggalek digambarkan dalam bagan sebagaimana 

tersebut dibawah ini : 

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Suruh 

CAMAT 

 

SEKRETARIS KEL. JABATAN 
FUNGSIONAL 

KASI 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

KASI 

PEREKONOMIAN 

DAN 
PEMBANGUNAN 

KASI 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

KASI 

TATA 

PEMERINTAHAN 

KASUBAG 

PERENCANAAN 

PELAPORAN DAN 

KEUANGAN 

KASUBAG UMUM 

DAN 
KEPEGAWAIAN 
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1.6  Tugas dan Fungsi  

Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan tugasnya 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah  kecamatan; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan  Peraturan Bupati; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau 

Kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan   Daerah 

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau Bupati. 

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kecamatan 

Suruh Kabupaten Trenggalek juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Pelimpahan 

kewenangan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud diatur 

dengan Peraturan Bupati tersendiri.  

 

1.7 Sumber Daya Manusia 

Kondisi Pegawai di lingkungan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek 

sampai dengan Desember tahun 2023 berjumlah 16 (Enam belas) orang Pegawai 

Negeri Sipil dan terdapat 2 (dua) orang tenaga kontrak dengan perincian sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 Daftar Golongan ASN Kecamatan Suruh 
 

No. Golongan Jumlah Pegawai 

1. Golongan IV 2 orang 

2. Golongan III 9 orang 
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No. Golongan Jumlah Pegawai 

3. Golongan II 5 orang 

4. Tenaga Kontrak  2 orang 

Jumlah 18 orang 

 

Tabel 1.2 Nama Aparatur Kecamatan Suruh 
 

NO NAMA PANGKAT / GOL. JABATAN 

1 Hari Andhiko, AP.M.Si Pembina  Tk. I (IV/b) Camat  

2 Soetrasno Widodo, S.Sos. Pembina (IV/a) Sekretaris 

3 Paham, S.Sos Penata Tk. I (III/d) 
Kasi Kesejahteraan 

Rakyat 

4 Parman, S.Sos Penata Tk. I (III/d) Kasi Ekbang 

5 Khiorul Huda, S.STP Penata  (III/c) Kasi Tata Pemerintahan 

6 Budi Cahyono Penata Tk. I (III/d) Kasi Trantib 

7 
Awaliya Marie Susilowati, 
S.Pd 

Penata (III/c) 
Kasubag Perencanaan, 
Pelaporan dan Keuangan 

8 Surahman, S.Pd. Penata Tk. I (III/d) 
Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

9 Widiono  Pengatur (II/d) 
Pengadministrasi 

Perkantoran 

10 Marminten Pengatur (II/d) 
Pengadministrasi 

Perkantoran 

11 Sumani Penata Muda (III/a) 
Pengadministrasi 

Perkantoran 

12 Sudarto Penata Muda (III/a) 
Pengadministrasi 

Perkantoran 

13 Dendik Kuncoro  Pengatur (II/c) 
Pengadministrasi 

Perkantoran 

14 Tajuit Pengatur Muda (II/a) 
Pengadministrasi 

Perkantoran 

15 Tulus Wahyu Setiyo Budi  Pengatur (II/d) 
Pengadministrasi 

Perkantoran 

16 Sukarmi 
Penata Muda Tk. I 

(III/b) 

Pengadministrasi 

Perkantoran 

17 Erlita Puspitasari  Petugas penunjang 

18 Sakti Hendar Fani  Petugas penunjang 
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1.8  Permasalahan Utama (Isu – Isu Strategis)  

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah 

maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa 

depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan 

menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. 

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, 

dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang 

signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek antara lain: 

1. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penanganan 

kondusifitas wilayah. Dikarenakan  secara Geografis Kecamatan Suruh 

merupakan wilayah pegunungan. Oleh sebab itu masih sering terjadinya  rawan 

bencana, baik tanah longsor dan maupun kekeringan. Yang masih diperlukan 

koordinasi dan tindak lanjut dari dinas terkait demi kelancaran jalanya 

pemerintahan di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. 

2. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek    yang  menyelenggarakan  pelayanan  publik,  maka  harus  benar 

benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu 

pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap 

mendasarkan pada  prosedur  serta  pada  tatanan  atau  aturan  yang  berlaku,  

seiring  dengan program   pemerintah   mengenai   pelayanan   administrasi   

terpadu   Kecamatan (PATEN). Dalam  penyelenggaraan  pelayanan prima  

tersebut  maka  diperlukan Standar   Pelayanan   yang   secara   normatif   harus   

dikomunikasikan   dengan masyarakat.  Harapannya  dengan  pelayanan  prima  

akan  memunculkan  Kembali kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah,  

menciptakan  kepuasan  dan  pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya 

dinamikan ativitas masyarakat; 

3. Peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan menjadi platform dan 

penggerak nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

daya alam di Kecamatan Suruh.  
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1.9 Sistematika Pelaporan 

Adapun sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut : 

 Sampul 

 Kata Pengantar 

 Daftar Isi 

 Bab I  Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategi organisasi serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi 

organisasi. 

   BAB II  Perencanaan Kinerja 

 Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 

yang bersangkutan.  

 BAB III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :   

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 

ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau 

peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi 

yang telah dilakukan; 
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6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran  

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang 

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian 

Kinerja. 

 

 Bab IV  Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

Lampiran : 

a. Matriks Renstra 

b. SK TIM Penyusunan LKjIP Tahun 2023 

c. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2023 

d. Ringkasan Pengukuran Kinerja 

e. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2023 
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I. BAB II 

II. PERENCANAAN KINERJA 
 
 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran 

dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan 

instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja 

dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta 

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu. 

 

2.1 Visi Misi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek  

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang 

ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi 

juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu 

strategis yang harus diselesaikan dalam jangka waktu menengah serta 

sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi 

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Trenggalek MOCHAMAD NUR 

ARIFIN dan SYAH MUHAMAD NATANEGARA yang sekaligus menjadi visi 

pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah : 

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi 

Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development)” 

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:  

- Maju 

Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, 

berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan 

didasari produktifitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta 

menampilkan keunggulan dan prestasi. 

- Ekonomi Inklusif 

Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan 

kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan 

dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. 
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- SDM Kreatif 

SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa 

profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki 

kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan 

gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek. 

- Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki 

dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa 

sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap menjamin 

kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. 

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yaitu 

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan 

Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi 

merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya 

apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untik memberikan kerangka bagi 

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan 

yang akan ditempuh untuk mencapai visi. 

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan 

strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi 

disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka 

mencapai perwujudan visi. 

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 untuk 

mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 adalah 

sebagai berikut : 

1) Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian 

dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan 

Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi pada Langkah 

Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren; 

2) Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan 

Berkelanjutan dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
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3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam 

Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khusunya Pelayanan Adminduk, 

Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar; 

4) Mewujudkan Insfrastuktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan. 

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas 

pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugasnya 

adalah menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, 

ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan 

sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Dari 4 (empat) Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Kecamatan Suruh 

sebagai Perangkat Daerah adalah mendukung Misi 3 (tiga) yaitu : Mewujudkan 

Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka 

Memastikan Pelayanan yang Prima, Khusunya Pelayanan Adminduk, Pendidikan 

dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar). 

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek 

sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini telah melaksanakan program 

kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 

2023 Kecamatan Suruh merupakan dokumen pelaporan kinerja pemerintah dalam 

jangka 1 (satu) tahun berjalan yang dilaksanakan sebagai evaluasi dan upaya 

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh 

Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

2.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Suruh 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan 

suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun 

guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing- masing 
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misi. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu 

yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun melalui 

kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat 

diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target 

kinerja pada sasaran tersebut indikator haruslah specific measurable 

achievable relevant dan time band. 

Adapun keterkaitan penjabaran misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 terhadap tujuan dan 

sasaran strategis Kecamatan Suruh Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel. 2.1     Tujuan dan Sasaran pada Renstra Kecamatan Suruh 

NO TUJUAN  SASARAN  
INDIKATOR 
TUJUAN/SA

SARAN  

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA 
TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Meningka
tkan 
Penyelen
ggaraan 
Pemerinta
h Daerah 
yang 
bersih, 
efektif, 
efisien, 
produktif 
dan 
professio
nal 
 

  Nilai 
Reformasi 
Birokrasi 
Perangkat 
Daerah 

N/A 79,00 79,50 80,00 80,50 81,00 

 

  Meningkatn
ya tata 
kelola 
pemerintah
an yang 
efektif dan 
efisien 

Nilai 
(Kategori 
Nilai) SAKIP 

83,00 
(A) 

83,50 
(A) 

84,00 
(A) 

84,50 
(A) 

85,00 
(A) 

85,50 
(A) 

3 

Mewujudk
an 
sinergitas 
pelayana
n yang 
prima 
berbasis 
big data 

  Indeks 
Sinergitas 
Kecamatan  

73,125 73,125 82 82,5 83 83,5 
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2.3 Indikator Kinerja Utama  

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang 

menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi 

serta mandat yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan upaya 

untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di 

Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Kecamatan yang menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi 

pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Penetapan indikator 

Kinerja Utama di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PERHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1. Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

yang efektif dan 

efisien 

Nilai (Kategori 

Nilai) SAKIP 

Kategori Nilai 

SAKIP dari 

Inspektorat pada 

tahun n 

Inspektorat CAMAT 

2. Meningkatnya 

layanan publik  

secara kolaboratif 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Survey Kepuasan 

Masyarakat 

Survey CAMAT 

 

2.4 Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2023 

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan program dan 

kegiatan pada Instansi Kecamatan Suruh untuk periode satu tahun atau disebut 

dengan rencana kerja tahunan kecamatan sebagai perangkat daerah. RENJA 

merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan 

yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Trenggalek, serta selaras dengan dokumen perencanaan lainnya. 

4 
  

  
  

Meningkatn
ya layanan 
publik 
secara 
kolaboratif 
  

Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 
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Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua 

dari Rencana Strategis Kecamatan Suruh periode 2021-2026. Didalam RENJA 

terdapat program dan kegiatan, dimana program adalah merupakan kumpulan 

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama 

dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jadi program atau program 

kerja operasional merupakan upaya untuk penentuan jumlah dan jenis sumber dana 

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kegiatan. Program kerja 

Kantor Kecamatan Suruh merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan. 

Pada Tahun 2023 Kantor Kecamatan Suruh memiliki 5 (lima) program. Adapun 

program Kantor Kecamatan Suruh yang telah ditetapkan antara lain : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Dari program yang telah disebutkan diatas maka dijabarkan kembali ke dalam 

kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan 

tertentu. Kegiatan atau aktifitas merupakan penjabaran dari program kerja 

operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan penjabaran kebijakan yang 

telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan 

kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan 

waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan Kantor Kecamatan Suruh sebagai 

penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 

(tiga belas) kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
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7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

 

2.5  Perjanjian Kinerja 

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, disusunlah 

perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi penugasan dari 

pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan 

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan target mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan 

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola 

program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada 

kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan 

Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra 

Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

(DPPA) Tahun 2023. Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek telah menyusun 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja 

 

Program Anggaran Keterangan 

Progam Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota  

 Rp. 2.311.494.344 
 

APBD 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik  
 

 Rp.      54.966.080 
 

APBD 

Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan 
 

 Rp.        5.698.849 
 

APBD 

Progam Koordinasi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
 

 Rp.       9.910.959 APBD 

Program Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

 Rp.       7.416.775 APBD 

TOTAL ANGGARAN  Rp. 2.389.487.007 
 

  

Table 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja 

 

 

 

 

 
No 

 
Sasaran Strategis 

 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang efektif dan 
efisien 

Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 84(A) 

2 Meningkatnya layanan publik 
secara kolaboratif 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

86 

 
No 

 
Sasaran Strategis 

 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang efektif dan 
efisien 

Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 84 (A) 

2 Meningkatnya layanan publik 
secara kolaboratif 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

86 
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Program Anggaran Keterangan 

Progam Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota  

 Rp. 2.133.642.509 
 

APBD 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik  
 

 Rp.      65.134.682 
 

APBD 

Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan 
 

 Rp.        5.698.849 
 

APBD 

Progam Koordinasi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
 

 Rp.       9.910.959 APBD 

Program Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

 Rp.       7.416.775 APBD 

TOTAL ANGGARAN  Rp. 2.221.803.774 
 

 

Perjanjian Kinerja Tahunan merupakan upaya untuk peningkatan kinerja dengan 

perjanjian target-target pencapaian yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) 

tahun. Perjanjian kinerja Kecamatan Suruh untuk tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) 

sasaran, 2 (dua) indikator capaian, dengan 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) 

kegiatan yang mengampu anggaran untuk pelaksanaan Kinerja selama 1 (satu) 

tahun. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2023 secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 
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BAB  III 

I. AKUNTABILITAS KINERJA 
 
 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas 

kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya 

pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan 

outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan 

membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan. 

Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat 

kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

No Kategori/Interprestasi Rata-rata % Capaian 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

120 ≥X>100 

X=100 

80<X<100 

50≤X≤80 

X<50 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian kinerja disini merupakan capaian kinerja organisasi yang setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran 

kinerja oraginasasi tersebut. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Suruh 

Kabupaten Trenggalek, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja dan hal-hal 

berkaitan dengan capaian tersebut.  

Untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis 

capaian kinerja sebagai berikut: 
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3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek 

tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian 

indikator sasaran dengan realisasi yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja 

Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 beserta realisasinya. 

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2023 

berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel dibwahi ni: 

 
Tabel 3.2 

Realisasi kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 
 

NO TUJUAN/SASARAN 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

% 
KATEGORI 

SUMBER 
DATA 

1 

Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
yang efektif dan 
efisien 

Nilai (Kategori 
Nilai) SAKIP 

84 83,97 100% Baik 
LHE SAKIP 
dari 
Inspektorat 

2 
Meningkatnya 
layanan publik 
secara kolaboratif 

Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

86 97,61 114% 
Sangat 
Baik 

Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Kecamatan Suruh 

Kabupaten Trenggalek tahun 2023 untuk indikator kinerja Utama Nilai (Kategori Nilai) 

SAKIP diketegorikan Baik sedangkan untuk untuk indikator inerja utama Nilai Indeks 

Kepuasan Masayarakat dikategorikan Sangat Baik dikarenakan mencapai lebih dari 

100%.  

 

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini 

dengan yang lalu dan beberapa Tahun terakhir 

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek pada Tahun 2023 tercapai sangat baik secara keseluruhan namun 

demikian jika dibandingkan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 

sebelumnya bisa dilihat pada tabel dibawah: 

II.  
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Tabel 3.3 

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021  
 
 

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI 
PERSENTASE 

CAPAIAN 
TARGET REALISASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

TARGET REALISASI 
PERSENTASE 

CAPAIAN 

 1 

Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 
yang efektif dan 
efisien 

Nilai 
(Kategori 
Nilai) SAKIP 

83 82,92 100% 83,5 83,66 100% 84 83,97 100% 

 2 

Meningkatnya 
layanan publik 
secara 
kolaboratif 
  

Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

85 85 100% 85,5 86,22 101% 86 97,61 114% 

Capaian rata-rata nilai IKU     99,95%     100,52%     106,73% 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian Kinerja Kecamatan Suruh 

Kabupaten Trenggaek Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumya mengalami peningkatan.  

 

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis 

Organisasi 

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 

dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Sutuh 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tabel berikut ini : 

Tabel 3.4 
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 

 

NO 
TUJUAN / SASARAN 

Strategis  
INDIKATOR 

KINERJA 

REALISASI 
KINERJA 

TAHUN 2023 

TARGET 
RENSTRA 

TINGKAT 
KEMAJUAN 

1 2 3 4 5 6 

1 
Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang efektif 
dan efisien 

Nilai 
(Kategori 
Nilai) SAKIP 

83,97(A) 85,5 (A) 98% 

2 
Meningkatnya layanan publik 
secara kolaboratif 
  

Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

97,61 87,5 112% 

 

Berdasarkan table 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja 

Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk indicator Nilai SAKIP Tahun 2023 

dengan Realisasi 84,25 (A) jika dibandingkan dengan akhir Renstra 85,5 (A) 

mengalami kemajuan senilai 98%, sehingga untuk tahun berikutnya dibutuhkan nilai 

2% untuk mencapai target akhir Renstra dan untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat tahun 2023 dengan Realisasi 96,99 jika dibandingkan dengan target 

akhir Renstra 87,5 maka pencapaian kinerja ini sudah melampaui target akhir 

Renstra. 
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3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  

 

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 

NO TUJUAN/SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

REALISASI 
TAHUN 

2023 

STANDAR 
NASIONAL 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6=4/5*100 

1 
Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang efektif 
dan efisien 

Nilai (Kategori 
Nilai) SAKIP 

83,97 72,05 117% 

2 
Meningkatnya layanan 
publik secara kolaboratif 
  

Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

96,99 - - 

 

Berdasarkan table 3.5 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja 

Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk indikator Nilai SAKIP Tahun 2023 

dengan Realisasi 83,97 (A) jika dibandingkan dengan nilai realisasi nasional 72,05 

(BB) maka pencapaian kinerja ini sudah melampaui target nasional. 

 

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakuakan 

Secara umum indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Sedangkan untuk program dan kegiatan 

yang ditetapkan dan dianggarkan juga bisa terserap dengan baik. 

Dengan demikian Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan serta alternatife solusi yang telah dilakukan tidak diuraikan 

lebih dalam karena tidak ada permasalahan serius yang dihadapi Kecamatan Suruh. 

Penjelasan lebih rinci sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini: 
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 Tabel 3.6 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi  

NO TUJUAN/SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN 
SOLUSI 
YANG 

DILAKUKAN 

1 Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

yang efektif dan 

efisien 

Nilai (Kategori Nilai) 

SAKIP 

84 83,97 100% Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP adalah 

sebesar 83,97 (A), dari target nilai 84 (A) yang 

direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja 

Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase 

capaian kinerjanya adalah 100%. Nilai tersebut 

merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh 

komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan 

Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang 

selanjutnya hasil komponen penilaian diuraikan 

dalam tabel berikut ini:    

  

 
Komponen Bobot 

Persentase 
Nilai 
Capaian 

a. Perencanaan 
Kinerja 

30% 26,25% 

b. Pengukuran 
Kinerja 

30% 26,25% 

c. Pelaporan 
Kinerja 

15% 11,79% 

- 
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Penyebab tercapainya nilai SAKIP Kecamatan 

Suruh pada tahun 2023 tidak lain karena adanya 

komitmen pimpinan terkait dengan pentingnya 

implementasi sakip dilingkungan kecamatan, 

serta kepedulian seluruh pegawai akan 

pentingnya akuntabilitas kinerja. 

d. Evaluasi 
Akuntabilitas 
Kinerja Internal 

25% 19,69% 

Jumlah 100% 83,97% 

   

2 Meningkatnya 

layanan publik 

secara kolaboratif 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

86 97,61 114% Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 antara target 

dengan realisasi mengalami peningkatan ini bisa 

dilihat dari target 86 dengan realisasi yang 

dicapai adalah 97,61 atau dengan capaian 

114%. Ketercapaian indikator ini tidak lain 

dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang 

baik di intern Kecamatan yang mempunyai 

komitmen yang sama yaitu pelayan prima 

kepada masyarakat, sehingga penilaian 

masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan 

Suruh mendapat predikat baik. 

- 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Suruh tahun 2023  30 
 

 

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Kecamatan 

merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

Kecamatan Suruh didukung sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana 

yang cukup terbatas. Dari sisi jumlah, cukup tersedia sumberdaya aparatur 

untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Suruh dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian perlu adanya peningkatan 

kapasitas karena dalam pelaksanaannya sumberdaya aparatur tersebut tidak 

didukung kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Terkait keterbatasan sarana dan prasarana, Kecamatan Suruh telah 

merealisasikan sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang 

kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang dialokasikan adalah sejumlah 

Rp. 3.836.261,00 dengan realisasi Rp.3.800.000,00 atau dengan persentase 

99,05%. 

Pada tahun anggaran 2023, program dan kegiatan pada Kecamatan 

Suruh dapat berjalan dengan baik antara lain disebabkan adanya Efisiensi 

Penggunaan Sumber Daya utamanya Sumberdaya Aparatur. Dengan 

keterbatasan sumber daya aparatur di Kecamatan Suruh, maka terdapat 

beberapa tugas jabatan yang dilaksanakan oleh staf/fungsional umum yang 

juga mendapat tugas tambahan merangkap sebagai pengusrus barang. 

Sekalipun pada akhirnya capaian kinerja berhasil diraih sesuai target, 

pembebanan tugas yang tidak seimbang mengakibatkan iklim kerja yang 

kurang sehat. 
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Tabel 3.7 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 

NO TUJUAN/SASARAN 

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN 
TINGKAT 
EFISIENSI TARGET REALISASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

ANGGARAN 
(Rp) 

REALISASI (Rp) 
PERSENTASE 

CAPAIAN 

 1 
Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang efektif dan 
efisien 

84 83,97 100% 
   
2.133.642.509  

     
2.045.034.479  

96% 104% 

 2 
Meningkatnya layanan publik secara 
kolaboratif 

86 97,61 114% 
          
88.161.265  

           
87.922.600  

100% 114% 

 
Tabel 3.8 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 
 

NO PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN 
NILAI 

EFISIENSI  
TINGKAT 
EFISIENSI TARGET REALISASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

ANGGARAN 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

I Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

100 101 101% 2.133.642.509 2.045.034.479 96% 1,06 Efisien 

  Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

59 59 100% 1.907.172 1.895.900 99% 1,01 Efisien 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

100 181 181% 1.970.496.020 1.883.452.671 96% 1,90 Efisien 

  Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

100 100 100% 2.977.586 2.974.500 100% 1,00 Impas 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 100 100% 441.475 438.200 99% 1,01 Efisien 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

100 100 100% 68.892.848 68.178.830 99% 1,01 Efisien 
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  Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100 100 100% 3.836.261 3.800.000 99% 1,01 Efisien 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

100 100 100% 54.517.800 53.843.778 99% 1,01 Efisien 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 100 100% 30.573.347 30.450.600 100% 1,00 Impas 

II Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan Pelayanan 
Publik 

100 100 100% 65.134.682 65.043.600 100% 1,00 Impas 

  Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

2 2 100% 21.770.394 21.769.500 100% 1,00 Impas 

  Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

12 12 100% 43.364.288 43.274.100 100% 1,00 Impas 

III Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Kelurahan  

100 100 100% 5.698.849 5.650.000 99% 1,01 Efisien 

  Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

3 3 100% 5.698.849 5.650.000 99% 1,01 Efisien 

IV Program Koordinasi 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

100 100 100% 9.910.959 9.873.000 100% 1,00 Impas 

  Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

12 12 100% 9.910.959 9.873.000 100% 1,00 Impas 

V Program Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

100 100 100% 7.416.775 7.356.000 99% 1,01 Efisien 

  Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa 

12 12 100% 7.416.775 7.356.000 99% 1,01 Efisien 
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Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi diatas, terdapat 3 (tiga) program 

yang memiliki nilai efisiensi diatas atau lebih dari 1 (satu) yaitu program Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,  Program 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan begitu ketiga program tersebut dapat 

dikatakan efisien dari segi perbandingan antara kinerja dan anggaran. Namun, 

terdapat 2 (dua) program yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (satu) yaitu 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dan Program 

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dimana kedua program ini 

dikatakan impas karena menggunakan seluruh kemampuan anggaran pada 

program ini dalam rangka mencapai target kinerja, sehingga didapatkan angka 

efisiensi sama dengan 1 (satu) yang diartikan impas atau dengan kata lain tidak 

bisa dikatakan efisien dan juga tidak bisa dikatakan tidak efisien. 

 
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

pencapaian pernyataan kinerja 

Analisis program/kegiatan merupakan sarana bagi organisasi untuk 

mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana 

pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima, yaitu dengan kata lain 

merupakan informasi mengenai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam 

melaksanakan amanahnya. 

Dalam analisis ini dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran 

kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dari masing-masing pejabat struktural 

maupun fungsional yang telah dibuat sesuai pendukung program/kegiatan yang telah 

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 

Adapun analisis terhadap program/kegiatan yang mendukung keberhasilan 

maupun kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Suruh Tahun 

Anggaran 2023 dapat diketahui dalam Laporan Kinerja yang telah disusun masing-

masing pelaksana program/kegiatan. 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

perjanjian kinerja dilihat dari perjanjian kinerja Kecamatan Suruh pada tahun 2023, 

terdapat 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang menunjang keberhasilan 

kinerja Kecamatan Suruh sebagaimana pada table di bawah ini: 
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Tabel 3.9 

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
PERSENTASE 

CAPAIAN 
MENUNJANG/TIDAK 

MENUNJANG 

1 Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 
yang efektif dan 
efisien 

Nilai 
(Kategori 
Nilai) SAKIP 

100% 
 
 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan  Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Dokumen Ketersediaan 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

100% Menunjang  

Cakupan pelayanan jasa administrasi 
perkantoran yang difasilitasi 

116,16% Menunjang  

Persentase nilai aset dalam kondisi baik 97,64% Menunjang  
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang disusun 

100% Menunjang  

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah yang diselesaikan 

181% 

Menunjang  

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Persentase administrasi barang milik daerah 
yang diselesaikan  

100% Menunjang  

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase administrasi kepegawaian 
perangkat daerah yang diselesaikan  

100% Menunjang  

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Umum Perangkat 
Daerah yang diselesaikan 

100% Menunjang  

Pengadaan Barang Milik 
DaerahPenunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 
yang diselesaikan 

100% Menunjang  

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah yang diselesaikan 

100% Menunjang  

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase BMD Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah yang dipelihara 

100% Menunjang  
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2 Meningkatnya 
layanan publik 
secara 
kolaboratif 
  

Nilai Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 

113% Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Persentase Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang 
dilaksanakan 

100% Menunjang  

Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan  

Jumlah laporan Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan yang disusun 

100% Menunjang  

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada Camat 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 
Camat yang disusun 

100% Menunjang  

Program Pemberdayaan  
Mssyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Persentase capaian kegiatan 
pemberdayaan masyarakat desa dan 
kelurahan yang dilaksanakan 

100% Menunjang  

Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa  

Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang 
disusun 

100% Menunjang  

Program Koordinasi 
Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum 

Persentase Konflik yang ditindaklanjuti 100% Menunjang  

Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum 

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum yang disusun 

100% Menunjang  

Program Pembinan Dan  
Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

Persentase dokumen/laporan 
perencanaan, penganggaran dan 
pelaporan desa yang disusun dengan 
benar dan tepat waktu 

100% Menunjang  

Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

Jumlah laporan hasil Fasilitasi, 
Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang 
dilaksanakan 

100% Menunjang  
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3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis Instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suruh 

Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 3.10 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Kecamatan Suruh Tahun Anggaran 2023 

 

NO Indikator Kinerja Utama 

2023 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Nilai (Kategori nilai) SAKIP Nilai 84 (A) 83,97 (A) 100% 

2 
Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Nilai 86,00 97,61 114% 

Capaian rata-rata nilai IKU 106,73% 

 

A.  ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR NILAI (KATEGORI NILAI) SAKIP 

Realisasi Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP adalah sebesar 83,97 (A), dari 

target nilai 84 (A) yang direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 

2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Nilai tersebut 

merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi 

di lingkungan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya hasil komponen 

penilaian diuraikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.11 

Analisis Pencapaian Indikator Nilai SAKIP 

Komponen Bobot 
Persentase Nilai 

Capaian 

a. Perencanaan Kinerja 30% 26,25% 

b. Pengukuran Kinerja 30% 26,25% 

c. Pelaporan Kinerja 15% 11,79% 

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% 19,69% 

Jumlah 100% 83,97% 
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B. ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

(IKM). 

Realisasi Nilai IKM adalah sebesar 97,61 (A), dari target nilai 86,00 (A) yang 

direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga 

persentase capaian kinerjanya adalah 114%. Nilai tersebut merupakan akumulasi 

dari skor layanan yang ada di Kecamatan Suruh menggunakan aplikasi 

https://skm.trenggalekkab.go.id/ yang dapat diakses semua masyarakat dalam 

penilaian pelayanan terhadap Kecamatan Suruh. 

Tabel 3.12 

Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

No Layanan 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Skor 

Layanan 
Keterangan 

1 Rekomendasi Dispensasi Nikah 72 6922,23 96,14 Sangat Baik (A) 

2 Ijin Keramaian  104 10138,89 97,49 Sangat Baik (A) 

3 
Layanan Pemberian Tanda 
Tangan SKKB/SKCK 

173 16897,22 97,67 Sangat Baik (A) 

4 
Layanan Pemberian Tanda 
Tangan Surat Keterangan 

177 17288,91 97,68 Sangat Baik (A) 

5 
Layanan Pemberian Tanda 
Tangan Surat Keterangan Ahli 
waris  

82 8016,67 97,76 Sangat Baik (A) 

6 
Layanan Pemberian Tanda 
Tangan Surat Keterangan Pergi 
Nikah  

76 7366,67 96,93 Sangat Baik (A) 

7 Layanan E-KTP 150 14777,79 98,52 Sangat Baik (A) 

JUMLAH 967 81408,38 97,61 
Sangat Baik 

(A) 

 

3.3 REALISASI ANGGARAN  

Ikhtisar realisasi terget kinerja keuangan Kecamatan Suruh  Kabupaten 

Trenggalek pada Tahun Anggaran 2023, sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 

Desember 2023 dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut : 

Anggaran Belanja Kecamatan Suruh Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 

Rp.2.221.803.774,00 dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 

Rp.2.132.957.079,00 atau 96% dari anggaran yang meliputi 5 (lima) Program, 13 

(tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Sedangkan dilihat 

https://skm.trenggalekkab.go.id/
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dari masing- masing kegiatan semua pencapaian di atas 90% sehingga secara 

keseluruhan telah mencapai target, yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:   

 
Tabel 3.13 Tabel Realisasi Anggaran tahun 2023 

 

Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian  

1 2 3 4 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota 

2.133.642.509 2.045.034.479 95,85 

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.907.172 1.895.900 99,41 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.970.496.020 1.883.452.671 95,58 

Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

2.977.586 2.974.500 99,90 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

441.475 438.200 99,26 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.892.848 68.178.830 98,96 

Pengadaan Barang Milik 
DaerahPenunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

3.836.261 3.800.000 99,05 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

54.517.800 53.843.778 98,76 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

30.573.347 30.450.600 99,60 

Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

65.134.682 65.043.600 99,86 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  

21.770.394 21.769.500 100,00 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada Camat 

43.364.288 43.274.100,- 99,79 

Program Pemberdayaan  Mssyarakat 
Desa Dan Kelurahan 

5.698.849 5.650.000 99,14 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  5.698.849 5.650.000 99,14 

Program Koordinasi Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum 

9.910.959 9.873.000 99,62 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

9.910.959 9.873.000 99,62 

Program Pembinan Dan  Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

7.416.775 7.356.000 99,18 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

7.416.775 7.356.000 99,18 

Jumlah 2.221.803.774 2.132.957.079 96,00 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1  KESIMPULAN  

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam akuntabilitas kinerja  pada Bab 

III dan uraian perencanaan kinerja pada Bab II, secara umum dapat disimpulkan 

bahwa pencapaian target kinerja pada tahun 2023 Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian indikator sasaran Kecamatan Suruh dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator 

Nilai (Kategori Nilai) SAKIP mendapatkan Nilai 83,97% dengan predikat A, 

dengan begitu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100%. 

2. Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif dengan indikator Nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai 97,61, dengan begiatu capaian kinerja 

untuk sasaran ini adalah 114%. 

 Dalam upaya mencapai kinerja seperti diatas pagu anggaran kecamatan 

suruh anggaran sebesar Rp.2.221.803.774,00 dan dalam upaya tersebut 

menghabiskan anggaran sebesar Rp.2.132.957.079,00 dengan sisa anggaran 

Rp.88.846.695,00 untuk tahun anggaran 2023. 

 

4.2  RENCANA TINDAK LANJUT 

Ada beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam 

pelaksanaan kinerja, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam 

perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat 

pencapaian target dan pelapopran. 

2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang sudah direncanakan  dan  pemecahan persoalan bersama yang dapat 

menghambat kinerja SKPD 

3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian 

kinerja Perangkat Daerah. 
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja 

Kecamatan Suruh Kabuapten Trenggalek Tahun 2023 dan bermanfaat bagi 

peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 

 

 

CAMAT SURUH 

 

 

 

HARI ANDHIKO, AP.M.Si 
Pembina Tk. I 
NIP. 19730701 199403 1007 
 







PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK 

KECAMATAN  SURUH 

Jl. Panglima Sudirman No. 01 Suruh Telp. (0355) 796438 

 
                              

CAMAT  SURUH 

KABUPATEN TRENGGALEK 

 

KEPUTUSAN CAMAT SURUH 

NOMOR  :  100.3.3.2/        / 406.14/ 2024 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA 

INSTANS PEMERINTAH 

KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

CAMAT SURUH, 

Menimbang 

 
 

 
 

 
 

: a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan 

kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2023, perlu 

membentuk tim penyusunan dokumen laporan 

kinerja  Kecamatan Suruh;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Camat Suruh tentang Pembentukan Tim 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kecamatan 

Suruh Tahun 2023, di Kecamatan Suruh Tahun 

2024. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 90)  sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 



Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  

  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tenteng 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 



  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 35 Tahun 2011; 

  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP); 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Trenggalek; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 



Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 

16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Kecamatan; 

17. Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Tugas Kecamatan;  

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 

2021-2026,  

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023, 

dan 

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

Anggaran 2023. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan 

Suruh Tahun 2023, di Kecamatan Suruh Tahun 2024,  

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut 

  
No. Nama Jabatan Kedinasan 

Jabatan 
Dalam Tim 

  1.  Hari Andhiko, 

AP.M.Si 

Camat Ketua 

  2.  Soetrasno Widodo, 
S.Sos 

Sekretaris 

Kecamatan  

Sekretaris 

  3.  Awaliya Marie 
Susilowati, S.Pd 

Kasubag 
Perencanaan, 

Pelaporan dan 
Keuangan 

Anggota   

  4.  Paham, S.Sos Kasi Kesra Anggota   

  5.  Parman, S.Sos Kasi Ekbang Anggota   

  6.  Khoirul Huda, S.STP Kasi Tata 

Pemerintahan 

Anggota   





K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

7-01

Bidang 

Administrasi 

Pemerintahan 

(Kecamatan)

2.436.035.000,00 3.660.873.046,00 2.221.803.774,00 289.427.158,00 743.734.980,00 494.497.465,00 605.297.476,00 2.132.957.079,00 5.793.830.125,00 0,00

7-01.0-

00.0-

00.03

KECAMATAN 

SURUH
2.436.035.000,00 3.660.873.046,00 2.221.803.774,00 289.427.158,00 743.734.980,00 494.497.465,00 605.297.476,00 2.132.957.079,00 5.793.830.125,00 0,00

7-01.0-

00.0-

00.03-01

KECAMATAN 

SURUH
2.436.035.000,00 3.660.873.046,00 2.221.803.774,00 289.427.158,00 743.734.980,00 494.497.465,00 605.297.476,00 2.132.957.079,00 5.793.830.125,00 0,00

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHA

N DAERAH 

KABUPATEN/K

OTA

Cakupan pelayanan 

jasa administrasi 

perkantoran yang 

difasilitasiPersentas

e nilai aset dalam 

kondisi 

baikPersentase 

Ketersediaan 

Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

100,00 

%100,00 

%100,00 

%

2.336.035.000,00 3.489.518.696,00

100,00 

%100,00 

%100,00 %

2.133.642.509,00

24,55 

%38,46 

%97,64 %

263.158.658,00

26,19 

%175,00 

%97,64 %

735.257.980,00

32,89 

%22,03 

%97,64 %

478.860.965,00

29,87 

%35,59 

%97,64 %

567.756.876,00

113,50 

%271,08 

%390,56 %

2.045.034.479,00

113,50 

%271,08 

%390,56 

%

5.534.553.175,00

113,5027

1,08390,5

6

236,92

TW 

1:((44,08/100)+(14,81/100)+(20,34/100)+(2

0,83/100)+(22,69/100))/5*100= 

24,55((4/8)+(7/26))/2*100= 38,46(PAK 

Jumlah target kegiatan di 

perbaiki)2.775.366.500/2.842.428.834 

*100TW 

2:((42,81/100)+(25,93/100)+(16,95/100)+(1

6,67/100)+(28,59/100))/5*100=26,19((0/8)

+(14/8))/2*100= 175 (realisasi melebihi 

target, nanti target dirubah pada 

PAK)2.775.366.500/2.842.428.834*100=97,

64TW 

3:((46,73/100)+(37,93/100)+(16,28/100)+(3

7,50/100)+(26,03/100))/5*100=32,89(13/5

9)*100= 22,03 

2.779.166.500/2.846.228.834*100=97,64T

W 

4:((44,94/100)+(24,14/100)+(32,56/100)+(2

5,0/100)+(22,69/100))/5*100=29,8721/59 

* 100= 

35,592.779.166.500/2.846.228.834*100=9

7,64

Akumulasi Realissai kinerja bukan 

merupakan akumulasi

Formulir E.60

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Kabupaten / Kota Trenggalek

Tahun 2023

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

Khusus Unit: KECAMATAN SURUH

Export pada: 25 January 2024 09:53:06

Nomor 

Urut 

Progra

m 

Priorita

s

Sasaran 

Pembang

unan 

Daerah

Kode

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

/ Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2021 

s/d 2026

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 

s/d RKPD Tahun Lalu (2022)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD 

Tahun Berjalan yang dievaluasi 

(2023)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD yang Dievaluasi 

(2023)

Realisasi Kinerja dan Anggaran 

RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir 

Tahun Pelaksanaan RKPD)

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran RPJMD s/d 

Tahun 2023

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab

Keterangan

I II III IV

1 2 3 4 5 16 17
11 12 13 14 156 7 8 9 10



7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.01

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang disusun

0,00 3.201.800,00
59,00 

.Dokumen
1.907.172,00

11.00 

Dokumen
502.200,00

14.00 

Dokumen
445.000,00

13.00 

Dokumen
948.700,00

21.00 

Dokumen
0,00

59 

Dokumen
1.895.900,00

59 

Dokumen
5.097.700,00 0,00

TW 1: PK Induk, DPA,, LKJiP, Laporan 

Capaian Output per Triwulan ke Bakeuda1,, 

LAPDU ke Bag. Pembangunan (3dokumen),

Pelaporan Triwulanan Pelaksanaan RENJA 

(1dok), Pemantauan RENAKSI per 

Bulan/Triwulan (1dokumen) , Penyusunan 

Rencana Aksi, dialog kinerjaTW 2: 14 

Dokumen :1 laporan capaian output TW I th 

2023, 3 lapdu, 1lap evaluasi renja tw I Th 

2023, 1 pemantauan rencana aksi TW 1 Th 

2023 , 6 SKM (jan-juni), 1 LKE sakip, 1 dialog 

kinerja TW 1

TW 3: 13 dok: Renja 2024, P.Renja 2023, 

RKAP 2023, 3 Lapdu, 1 Laporan capaian 

output TW II th 2023,  1 laporan triwulan 

evaluasi renja TW II, 1 laporan rencana aksi 

TW II, 3 SKM, 1 laporan evaluasi dialog 

kinerja TW II

TW 4: 21 Dok= RKA 2024, PK-Peruahan, 

DPPA 2023, KAK, Perubahan KAK,Perubahan 

PPRG 2023, PPRG 2024, 3  Lapdu (okt,Nop, 

Des), 2 Laporan capaian output (TW III dan 

TW IV th 2023),  2 laporan triwulan evaluasi 

renja (TW III dan TW IV), 2 laporan rencana 

aksi (TW III dan TW IV), 3 SKM (okt, 

nop,des), 2 laporan evaluasi dialog kinerja 

(TW III dan TW IV), 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.01-1

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

0,00 4,00 3.201.800,00
14 

Dokumen
953.586,00 4 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 3 Dokumen 948.700,00

7 

Dokumen
0,00

14 

Dokumen
948.700,00 18 4.150.500,00 0,00

TW 1: PK  tahun 2023, DPA tahun 2023, 

Penyusunan Rencana Aksi, dialog kinerja 

TW 2: -TW 3: 3 dokumen: Renja 2024, 

P.Renja 2023, RKAP 2023TW 4: 7 

Dokumen= RKA 2024, PK-Peruahan, DPPA 

2023, KAK, Perubahan KAK,Perubahan PPRG 

2023, PPRG 2024

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.01-6

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

0,00 0,00 0,00 45 Laporan 953.586,00 7 Laporan 502.200,00 14 Laporan 445.000,00 10 Laporan 0,00 14 Laporan 0,00 45 Laporan 947.200,00 45 947.200,00 0,00

TW 1: 1 LKjIP, 1laporan capaian output TW 

IV th 2022, 3 lapdu, 1lap evaluasi renja tw 

IV Th 2022, 1 pemantauan rencana aksiTW 

2: (14 Dokumen):1 laporan capaian output 

TW I th 2023, 3 lapdu, 1lap evaluasi renja 

tw I Th 2023, 1 pemantauan rencana aksi 

TW 1 Th 2023 , 6 SKM (jan-juni), 1 LKE 

sakip, 1 dialog kinerja TW 1TW 3: 10 

dokumen= 3 Lapdu, 1 Laporan capaian 

output TW II th 2023,  1 laporan triwulan 

evaluasi renja TW II, 1 laporan rencana aksi 

TW II, 3 SKM, 1 laporan evaluasi dialog 

kinerja TW II

TW 4: 14 dok= 3  Lapdu (okt,Nop, Des), 2 

Laporan capaian output (TW III dan TW IV th 

2023),  2 laporan triwulan evaluasi renja 

(TW III dan TW IV), 2 laporan rencana aksi 

(TW III dan TW IV), 3 SKM (okt, nop,des), 2 

laporan evaluasi dialog kinerja (TW III dan 

TW IV), 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.02

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

yang diselesaikan

0,00 3.166.756.057,00 100,00 .% 1.970.496.020,00 44.08 % 247.224.542,00 42.81 % 709.396.187,00 45.17 % 421.947.147,00 44.94 % 504.884.795,00 177 % 1.883.452.671,00 177 % 5.050.208.728,00 0,00

TW 1: 

(((17/17)+(12/50)+(72/347)+(12/38))/4)*10

0= 44,08TW 2: 

((17/17)+(14/50)+(77/347)+(8/38))/4*100= 

42,81TW 3: 

((16/16)+(12/50)+(96/291)+(9/38))/4*100= 

45,17TW 4: 

((16/16)+(12/50)+(101/291)+(8/38))/4*100

= 44,94



7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.02-1

Penyediaan 

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

0,00 61,55 3.050.334.057,00
16 

Orang/bulan
1.907.256.074,00

17 

Orang/bulan
235.194.542,00

17 

Orang/bula

n

697.366.187,00

17 

Orang/bula

n

400.783.897,00

16 

Orang/bul

an

488.571.295,00

67 

Orang/bula

n

1.821.915.921,00 128,55 4.872.249.978,00 0,00

TW 1: gaji bulan januari sampai bulan 

maretTW 2: 17 orang (ASN Kecamatan 

Suruh)TW 3: 17 orang ASN Kecamatan 

SuruhTW 4: 16 orang PNS Kec Suruh

Akumulasi Realisai Kinerja bukan 

merupakan akumulasi Realisasi karena 

konstan

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.02-2

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

0,00 27,00 116.422.000,00
50 

Dokumen
61.580.000,00 12 Dokumen 12.030.000,00

14 

Dokumen
12.030.000,00

12 

Dokumen
20.460.000,00

12 

Dokumen
15.360.000,00

50 

Dokumen
59.880.000,00 77 176.302.000,00 0,00

TW 1: 3 laporan gaji, 3 laporan tunjangan, 3 

laporan honorarium pengelola keuangan, 

3laporan honorraium pengelola barangTW 

2: (14 dok) :5 laporan gaji (april,mei, juni, 

thr, gaji 13), 3 laporan tunjangan (april,mei, 

juni), 3 laporan honorarium pengelola 

keuangan (april,mei, juni), 3laporan 

honorraium pengelola barang  (april,mei, 

juni) TW 3: (12 dok) :3 laporan gaji (juli, 

agustus, september), 3 laporan tunjangan 

(juli, agustus, september), 3 laporan 

honorarium pengelola keuangan (juli, 

agustus, september), 3laporan honorraium 

pengelola barang  (juli, agustus, september) 

TW 4: (12 dok) :3 laporan gaji (Okt, nop, 

des), 3 laporan tunjangan (Okt, nop, des), 3 

laporan honorarium pengelola keuangan 

(Okt, nop, des), 3laporan honorraium 

pengelola barang  (Okt, nop, des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.02-3

Pelaksanaan 

Penatausahaa

n dan 

Pengujian/Veri

fikasi 

Keuangan 

SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikas

i Keuangan SKPD

0,00 0,00 0,00
291 

Dokumen
953.586,00 71 Dokumen 0,00

77 

Dokumen
0,00

96 

Dokumen
0,00

101 

Dokumen
953.500,00

345 

Dokumen
953.500,00 345 953.500,00 0,00

TW 1: 71 dokumen (21 dokumen SPJ, 25 

dokumen SPP, 25 dokumen SPM)TW 2: 77 

dokumen ( 30 dokumen SPP, 30 dokumen 

SPM, 17 dokumen SPJ)TW 3: 96 dokumen ( 

34 dokumen SPP, 34 dokumen SPM, 28 

dokumen SPJ)

TW 4: 101 Dok= 29 dokumen spj, 36 

dokumen spp, 36 dokumen spm

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.02-7

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulana

n/Semesteran SKPD

0,00 0,00 0,00 38 Laporan 706.360,00 10 Laporan 0,00 8 Laporan 0,00 9 Laporan 703.250,00 8 Laporan 0,00 35 Laporan 703.250,00 35 703.250,00 0,00

TW 1: spj fungsional BP 3 laporan, DTH 3 

Laporan, calk, lra, neraca, LPETW 2: (8 

laporan): 3 spj fungsional BP (april,mei, 

juni), 3 DTH (april,mei, juni), 1 rekonsiliasi 

LRA, 1 rekon DTHTW 3: (9 dok): spj 

fungsional BP 3 laporan (juli, agustus, 

september), DTH 3 (juli, agustus, 

september), 1 rekonsiliasi LRA, 1 rekon DTH 

TW II,1 Prognosis Keuangan semester1,

TW 4: (8 dok): spj fungsional BP 3 laporan 

(okt, nop,des), DTH 3 (okt, nop,des), 2 

rekonsiliasi (LRA TW III dan LRA smp buln 

nop), 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.03

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah yang 

diselesaikan

0,00 0,00 100,00 .% 2.977.586,00 4.00 % 0,00 25.93 % 0,00 37.93 % 950.500,00 24.14 % 2.024.000,00 92 % 2.974.500,00 92 % 2.974.500,00 0,00

TW 1: BA rekon BMD lap keu, lap keluar 

msk brg (3dok)TW 2: 7/27*100= 25,93TW 

3: 11/29*100 = 37,93TW 4: 7/29*100 = 

24,14



7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.03-6

Penatausahaa

n Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada SKPD

0,00 0,00 0,00 29 Laporan 2.977.586,00 4 Laporan 0,00 7 Laporan 0,00 11 Laporan 950.500,00 7 Laporan 2.024.000,00 29 Laporan 2.974.500,00 29 2.974.500,00 0,00

TW 1: BA rekon BMD, Laporan mutasi 

barang 3 laporan TW 2: (7laporan): 3 

laporan keluar masuk barang, 1 Kebutuhan 

barang RKPD, 1 Kebutuhan pemeliharaan , 1 

Rekon TW 1, 1 dokumen pengamananTW 3: 

(11DOK): 3 laporan keluar masuk barang, 1 

Rekon TW 1, 3 KIB, 3 mutasi barang 

inventaris, 1 BA  Stok Opname persediaan 

TW 4: 7 Laporan: 3 laporan keluar masuk 

barang, 2 Rekon (TW III dan  IV), 1 KIB, 1 

mutasi barang inventaris,

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.05

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

yang diselesaikan

0,00 0,00 100,00 .% 441.475,00 20.34 % 0,00 16.95 % 0,00 16.28 % 438.200,00 32.56 % 0,00 86.13 % 438.200,00 86.13 % 438.200,00 0,00

TW 1: 12/59*100= 20,34TW 2: 10/59*100= 

16,95TW 3: 7/43*100 = 16,28TW 4: 

14/43*100 = 32,56

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.05-3

Pendataan 

dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen 

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian

0,00 0,00 0,00
43 

Dokumen
441.475,00 12 Dokumen 0,00

10 

Dokumen
0,00 7 Dokumen 438.200,00

14 

Dokumen
0,00

43 

Dokumen
438.200,00 43 438.200,00 0,00

TW 1: TW 1 : asik 3, SKP bulanan 3, KP 2, 

KGB 3, pensiun 1TW 2: (10 dok) : 3 asik 

(april,mei, juni), 3 SKP bulanan dan Tahunan 

(april, mei,juni), 1 laporan pelaksanaan 

evaluasi kinerja TW 1, 3 sidalayak TW 3: TW 

III (7 dok) : asik 3 (juli, agustus, september), 

SKP bulanan dan Tahunan 3 (juli, agustus, 

september), 1 laporan pelaksanaan evaluasi 

kinerja TW 1, 

TW 4: 14 dok : 3 asik , 3 SKP bulanan dan 

Tahunan , 2 laporan pelaksanaan evaluasi 

kinerja (TW III dan IV), 3 KGB, 3 sidalayak

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.06

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

yang diselesaikan

0,00 143.479.018,00 100,00 .% 68.892.848,00 20.83 % 4.231.677,00 16.67 % 7.637.900,00 37.50 % 21.670.163,00 25.00 % 34.639.090,00 100 % 68.178.830,00 100 % 211.657.848,00 0,00

TW 1: 

(((0/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4)+(3/12))/6)*1

00=20,83TW 2: 

((0/4)+(0/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4)+(3/12))/6*10

0=16,67TW 3: 

((2/2)+(2/4)+(1/4)+(0/4)+(1/4)+(3/12))/6*10

0=37,50TW 4: 

((0/2)+(1/4)+(1/4)+(2/4)+(1/4)+(3/12))/6*10

0=25

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.06-1

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera

ngan 

Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan

0,00 68,00 5.800.850,00 2 Paket 1.298.946,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 2 Paket 1.294.991,00 0 Paket 0,00 2 Paket 1.294.991,00 70 7.095.841,00 0,00

TW 1: belum ada realissai kinerja dan 

keuanganTW 2: belum ada paket realisasi 

belanja TW 3: 2 PaketTW 4: Anggaran dan 

kinerja sudah terealisasi pada TW III

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.06-2

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan

0,00 162,00 5.769.300,00 4 Paket 4.058.471,00 1 Paket 1.008.199,00 0 Paket 0,00 2 Paket 1.055.335,00 1 Paket 1.993.077,00 4 Paket 4.056.611,00 166 9.825.911,00 0,00

TW 1: Belanja peralatan dan bahan 

kebersihan TW 2: tidak ada belanja pada 

TW 2 TW 3: 2 Paket (1 paket alat perabot 

kebersihan, 1 paket alat kebersihan dan 

pembersih) TW 4: 1 paket belanja alat dan 

bahan kebersihan 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.06-4

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan

0,00 61,00 29.718.562,00 4 Paket 1.870.000,00 1 Paket 272.000,00 1 Paket 238.000,00 1 Paket 1.088.000,00 1 Paket 272.000,00 4 Paket 1.870.000,00 65 31.588.562,00 0,00

TW 1: air mineral TW 2: 1 paket TW 3: 1 

Paket (1 paket belanja pakan natura)TW 4: 

1 paket belanja natura (air mineral)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.06-5

Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan

0,00 8.178,00 12.392.000,00 4 Paket 5.000.000,00 1 Paket 431.500,00 1 Paket 662.400,00 0 Paket 0,00 2 Paket 3.906.100,00 4 Paket 5.000.000,00 8182 17.392.000,00 0,00

TW 1: foto copy , jilidTW 2: 1 paket 

pengadan barang cetakan dan pengadaan 

TW 3: Pada TW 3 tidak ada realisasiTW 4: 2 

paket belanja foto copy dan jilid

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.06-7

Penyediaan 

Bahan/Materi

al

Jumlah Paket 

Bahan/Material 

yang Disediakan

0,00 422,00 26.185.806,00 4 Paket 20.000.000,00 1 Paket 1.216.478,00 1 Paket 1.522.500,00 1 Paket 6.270.837,00 1 Paket 10.973.913,00 4 Paket 19.983.728,00 426 46.169.534,00 0,00

TW 1: Banner, ATK, benda posTW 2: 1 paket 

pengadaan bahan/material TW 3: 1 Paket 

(atk, kertas, tinta, materai, cetak banner)TW 

4: 1 paket belanja penyelenggara acara dan 

ATK



7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.06-8

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

0,00 1,00 1.753.000,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 1 1.753.000,00 0,00

TW 1: sub kegiatan tidak digunakanTW 2: 

Sub kegiatan ini tidak digunakan pada 

tahun 2023TW 3: Sub kegiatan ini tidak 

dipakai TW 4: Sub Kegiatan tidak di pakai 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.06-9

Penyelenggara

an Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

0,00 8,00 61.859.500,00 12 Laporan 36.665.431,00 3 Laporan 1.303.500,00 3 Laporan 5.215.000,00 3 Laporan 11.961.000,00 3 Laporan 17.494.000,00 12 Laporan 35.973.500,00 20 97.833.000,00 0,00

TW 1: laporanTW 2: 3 laporan (bulan april, 

mei, juni)TW 3: 3 Laporan (Juli, Agustus, 

September)TW 4: 3 laporan (okt, nop, des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.07

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Persentase 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah yang 

diselesaikan

0,00 36.008.000,00 100,00 .% 3.836.261,00 0.00 % 0,00 0.00 % 0,00 100.00 % 3.800.000,00 0.00 % 0,00 100 % 3.800.000,00 100 % 39.808.000,00 0,00

TW 1: 0/4*100=0TW 2: Belum ada realisasi 

anggaran dan kinerja  pada TW II karena 

SPD tersedia pada Semester IITW 3: 1/1 

*100 = 100TW 4: Anggaran dan Kinerja 

sudah terserap pada TW sebelumnya

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.07-6

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Unit 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Disediakan

0,00 1,00 36.008.000,00 2 Unit 3.836.261,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.800.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 3.800.000,00 2 39.808.000,00 0,00

TW 1: Belum ada realisasiTW 2: belum ada 

pengadaan peralatan dan mesin TW 3: 1 

unit (AC)TW 4: anggaran dan kinerja sudah 

direalisasi pada TW sebelumnya 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.08

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

diselesaikan

0,00 96.237.221,00 100,00 .% 54.517.800,00 22.67 % 8.026.739,00 28.59 % 13.608.893,00 26.03 % 17.941.255,00 22.69 % 14.266.891,00 99.98 % 53.843.778,00 99.98 % 150.080.999,00 0,00

TW 1: 

((9/36)+(2/10)+(3/13))/3*100=22,67TW 2: 

((9/36)+(3/10)+(4/13))/3*100=28,59TW 3: 

((9/36)+(3/10)+(3/13))/3*100=26,03TW 4: 

((9/36)+(2/10)+(3/13))/3*100=22,69

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.08-2

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan

0,00

1.965.600

,00322.79

5,001.197

,00

37.808.810,00 36 Laporan 20.655.000,00 9 Laporan 3.226.739,00 9 Laporan 3.918.572,00 9 Laporan 5.975.728,00 9 Laporan 6.999.313,00 36 Laporan 20.120.352,00 1,97E+16 57.929.162,00 0,00

TW 1: 3 laporan atas penyediaan jasa 

komunikasi, 3 laporan atas penyediaan jasa 

wifi, 3 laporan atas penyediaan jasa 

listrikTW 2: 9 laporan diantaranya : 3 

laporan atas penyediaan jasa komunikasi  

(april,mei, juni), 3 laporan atas penyediaan 

jasa wifi  (april,mei, juni), 3 laporan atas 

penyediaan jasa listrik (april,mei, juni)TW 3: 

TW II (9 dok): 3 laporan atas penyediaan 

jasa komunikasi (Juli, agustus, september), 3 

laporan atas penyediaan jasa wifi  (Juli, 

agustus, september), 3 laporan atas 

penyediaan jasa listrik (Juli, agustus, 

september)

TW 4: 9 laporan: 3 laporan atas penyediaan 

jasa komunikasi (okt, nop,des), 3 laporan 

atas penyediaan jasa wifi (okt, nop,des), 3 

laporan atas penyediaan jasa listrik (okt, 

nop,des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.08-3

Penyediaan 

Jasa Peralatan 

dan 

Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan

0,00 88,00 8.011.700,00 10 Laporan 2.250.000,00 2 Laporan 0,00 3 Laporan 0,00 3 Laporan 2.250.000,00 2 Laporan 0,00 10 Laporan 2.250.000,00 98 10.261.700,00 0,00

TW 1: laporan (pebruari, maret)TW 2: 3 

laporan (april, mei, juni)

TW 3: 3 Laporan (Juli, Agustus, 

September)TW 4: 2 laporan (okt, nop)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.08-4

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan

0,00 9,00 50.416.711,00 13 Laporan 31.612.800,00 3 Laporan 4.800.000,00 4 Laporan 9.690.321,00 3 Laporan 9.715.527,00 3 Laporan 7.267.578,00 13 Laporan 31.473.426,00 22 81.890.137,00 0,00

TW 1: 3 laporan atas pembayaran 

honorarium tenaga penunjangTW 2: 4 

laporan atas pembayaran honorarium 

tenaga penunjang (april, mei, juni, THR)TW 

3: 3 laporan atas pembayaran honorarium 

tenaga penunjang (Juli, agustus, september)

TW 4: 3 laporan atas pembayaran 

honorarium tenaga penunjang (okt, nop, 

des)



7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.09

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase BMD 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

dipelihara

0,00 43.836.600,00 100,00 .% 30.573.347,00 10.10 % 3.173.500,00 9.09 % 4.170.000,00 21.97 % 11.165.000,00 0.00 % 11.942.100,00 41.16 % 30.450.600,00 41.16 % 74.287.200,00 0,00

TW 1: ((1/11)+(5/45))/2*100=10,10TW 2: 

((2/11)+(0/45))/2*100= 9,09TW 3: 

((3/11)+(1/6))/2*100= 21,97TW 4: 

((5/11)+(0/6))/2*100= 22,73

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.09-2

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya

0,00 6,00 8.578.850,00 11 Unit 27.975.547,00 1 Unit 2.323.500,00 2 Unit 4.170.000,00 3 Unit 9.920.000,00 5 Unit 11.442.100,00 11 Unit 27.855.600,00 17 36.434.450,00 0,00

TW 1: 1sepeda motorTW 2: 2 unit sepeda 

motorTW 3: 3 UnitTW 4: 5 unit Kendaraan 

(panter, truk dan 3 spd motor)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.09-5

Pemeliharaan 

Mebel

Jumlah Mebel yang 

Dipelihara
0,00 0,00 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 0,00 0,00

TW 1: sub kegiatan tidak digunakanTW 2: 

Sub Kegiata ini tidak digunakan pada tahun 

2023TW 3: Sub Kegiatan ini tidak dipakai 

TW 4: sub kegiatan ini tidak dipakai 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.09-6

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara

0,00 14,00 11.434.750,00 6 Unit 2.597.800,00 5 Unit 850.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 1.245.000,00 0 Unit 500.000,00 6 Unit 2.595.000,00 20 14.029.750,00 0,00

TW 1: 4 laptop, 1AcTW 2: tidak ada 

peralatan dan mesin lainnya pada triwulan 

ini TW 3: 1 unit (belanja AC)TW 4: realisasi 

kinerja sudah pada tw III

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

01-2.09-

11

Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabi

litasi

0,00 1,00 23.823.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 23.823.000,00 0,00

TW 1: Sub kegiatan tidak digunakanTW 2: 

Sub kegiatan ini tidak digunakan pada 

tahun 2023TW 3: Sub Kegiatan ini tidak 

dipakaiTW 4: sub kegiatan ini tidak dipakai

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

02

PROGRAM 

PENYELENGGA

RAAN 

PEMERINTAHA

N DAN 

PELAYANAN 

PUBLIK

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

yang dilaksanakan

100,00 % 70.152.000,00 116.074.550,00 100,00 % 65.134.682,00 62,50 % 24.693.500,00 12,50 % 4.008.500,00 12,50 % 10.136.500,00 12,50 % 26.205.100,00 100,00 % 65.043.600,00 100,00 % 181.118.150,00 100,00 258,18

TW 1:((2/2)+(3/12))/2*100=62,5TW 

2:((0/2)+(3/12))/2*100= 12,5 TW 

3:((0/2)+(3/12))/2*100= 12,5 TW 

4:((0/2)+(3/12))/2*100= 12,5 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

02-2.01

Koordinasi 

Penyelenggara

an Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan

Jumlah laporan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

yang disusun

0,00 14.348.750,00
2,00 

.Dokumen
21.770.394,00

2.00 

Dokumen
21.769.500,00

0.00 

Dokumen
0,00

0.00 

Dokumen
0,00

0.00 

Dokumen
0,00 2 Dokumen 21.769.500,00

2 

Dokumen
36.118.250,00 0,00

TW 1: Dokumen musrenakeren dan 

dokumen musrenbangTW 2: Kegiatan ini 

sudah terealisasi pada TW ITW 3: sudah 

terealisasi semuaTW 4: Kinerja sudah pada 

TW sebelumnya

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

02-2.01-1

Koordinasi/Sin

ergi 

Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan 

Perangkat 

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

0,00 3,004,00 14.348.750,00 2 Laporan 21.770.394,00 2 Laporan 21.769.500,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 2 Laporan 21.769.500,00 54 36.118.250,00 0,00

TW 1: laporan musrena keren, laporan 

musrenbangTW 2: Kinerja dan anggaran 

sudah terealisasi pada TW I TW 3: Kegiatan 

ini sudah habis terealisasaiTW 4: Realisasi 

Anggaran dan kinerja sudah terserap pada 

TW sebelumnya 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

02-2.04

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat

Jumlah Laporan 

Hasil Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat yang 

disusun

0,00 101.725.800,00
12,00 

.Dokumen
43.364.288,00

3.00 

Dokumen
2.924.000,00

3.00 

Dokumen
4.008.500,00

3.00 

Dokumen
10.136.500,00

3.00 

Dokumen
26.205.100,00

12 

Dokumen
43.274.100,00

12 

Dokumen
144.999.900,00 0,00

TW 1: 3 dokumen (januari, pebruari, 

maret)TW 2: 3 dokumen (april, mei, juni)TW 

3: 3 dokumen (Juli, Agustus, September)TW 

4: 3 dokumen (Okt, nop, des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

02-2.04-1

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang Terkait 

dengan 

Pelayanan 

Perizinan Non 

Usaha

Jumlah Dokumen 

Non Perizinan 

Usaha yang 

Dilaksanakan

0,00 0,00 0,00
12 

Dokumen
1.960.148,00 3 Dokumen 0,00 3 Dokumen 0,00 3 Dokumen 1.947.500,00

3 

Dokumen
0,00

12 

Dokumen
1.947.500,00 12 1.947.500,00 0,00

TW 1: 3 dokumen (januari, pebruari, 

maret)TW 2: 3 Dokumen (april, mei, 

juni)TW 3: 3 dokumen (Juli, agustus, 

september

TW 4: 3 dokumen (OKt, nop, des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

02-2.04-3

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang Terkait 

dengan 

Kewenangan 

Lain yang 

Dilimpahkan

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Kewenangan Lain 

yang Dilimpahkan

0,00

3,001,001

2,001,001

,000,009,

000,0040,

00

101.725.800,00 12 Laporan 41.404.140,00 3 Laporan 2.924.000,00 3 Laporan 4.008.500,00 3 Laporan 8.189.000,00 3 Laporan 26.205.100,00 12 Laporan 41.326.600,00 1,51E+11 143.052.400,00 0,00

TW 1: 3 laporan (januari, pebruari, 

maret)TW 2: 3 laporan (april, mei juni)TW 3: 

3 dokumen (Juli, agustus, september

TW 4: 3 laporan (okt, nop, des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

03

PROGRAM 

PEMBERDAYA

AN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase capaian 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

dan kelurahan yang 

dilaksanakan

100,00 % 9.750.000,00 0,00 100,00 % 5.698.849,00 25,00 % 0,00 0,00 % 0,00 75,00 % 0,00 0,00 % 5.650.000,00 100,00 % 5.650.000,00 100,00 % 5.650.000,00 100,00 57,95

TW 1:3/12*100=25TW 2:0/12*100=0TW 

3:9/12*100=75TW 4:kinerja sudah 

terealisasi pada TW sebelumnya



7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

03-2.01

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Desa

Jumlah laporan 

hasil koordinasi 

kegiatan 

pemberdayaan 

desa yang disusun

0,00 0,00
3,00 

.Laporan
5.698.849,00

3.00 

Laporan
0,00

0.00 

Laporan
0,00

0.00 

Laporan
0,00

0.00 

Laporan
5.650.000,00 3 Laporan 5.650.000,00 3 Laporan 5.650.000,00 0,00

TW 1: 3 dokumen (januari, pebruari, 

maret)TW 2: kinerj sudah terealisasi pada 

TW ITW 3: kinerja sudah terealisasi TW 4: 

kinerja sudah terealisasi pada TW 

sebelumnya

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

03-2.01-3

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan 

Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

0,00 0,00 0,00 3 Laporan 5.698.849,00 3 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 5.650.000,00 3 Laporan 5.650.000,00 3 5.650.000,00 0,00

TW 1: 3 laporan (januari, pebruari, 

maret)TW 2: Sub kegiatan ini belum 

dilaksanakan, rencana dilaksanakan pada 

TW IIITW 3: -

TW 4: Kinerja sudah terealisasi pada TW 

sebelumnya 

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

04

PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMA

N DAN 

KETERTIBAN 

UMUM

Persentase Konflik 

yang 

ditindaklanjuti

100,00 % 11.848.000,00 51.349.300,00 100,00 % 9.910.959,00 0,00 % 1.575.000,00 0,00 % 0,00 100,00 % 5.500.000,00 100,00 % 2.798.000,00 200,00 % 9.873.000,00 200,00 % 61.222.300,00 200,00 516,73

TW 1:(jumlah konflik yang ditindaklanjuti/ 

konflik yang dilaporkan)x 100%TW 

2:(jumlah konflik yang 

ditindaklanjuti/konflik yang dilaporkan)x 

100%=0TW 3:(jumlah konflik yang 

ditindaklanjuti (konflik perusakan pagar 

sekolah)/konflik yang dilaporkan (konflik 

perusakan pagar sekolah sudah ditindak 

lanjuti)x 100%=100TW 4:(jumlah konflik 

yang ditindaklanjuti (konflik perusakan 

pagar sekolah)/konflik yang dilaporkan 

(konflik

 =(1/1)*100 =100%

perusakan pagar sekolah sudah ditindak 

lanjuti)x 100%=100

Akumulasi Realisasi kinerja bukan 

merupakan akumulasi

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

04-2.01

Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggara

an 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum

Jumlah Laporan 

Hasil Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

yang disusun

0,00 51.349.300,00
12,00 

.Dokumen
9.910.959,00

3.00 

Dokumen
1.575.000,00

3.00 

Dokumen
0,00

3.00 

Dokumen
5.500.000,00

3.00 

Dokumen
2.798.000,00

12 

Dokumen
9.873.000,00

12 

Dokumen
61.222.300,00 0,00

TW 1: 3 dokumen (januari, pebruari, 

maret)TW 2: 3 dokumen (april, mei, juni)TW 

3: 3 dokumen (Juli, Agustus, September)TW 

4: 3 Dokumen (Okt, Nop, Des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

04-2.01-1

Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

Tentara 

Jumlah Laporan 

Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia 

dan Instansi 

0,00 3,009,00 47.921.800,00 12 Laporan 8.321.650,00 3 Laporan 0,00 3 Laporan 0,00 3 Laporan 5.500.000,00 3 Laporan 2.798.000,00 12 Laporan 8.298.000,00 159 56.219.800,00 0,00

TW 1: 3laporan (januari, pebruari, 

maret)TW 2: 3 laporan (april, mei, juni)TW 

3: 3 dokumen (Juli, agustus, september)

TW 4: 3 laporan (okt, nop, des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

04-2.01-2

Harmonisasi 

Hubungan 

dengan Tokoh 

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Harmonisasi 

Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat

0,00 3,00 3.427.500,00 3 Laporan 1.589.309,00 3 Laporan 1.575.000,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00 3 Laporan 1.575.000,00 6 5.002.500,00 0,00

TW 1: 3laporan (januari, pebruari, 

maret)TW 2: Sub kegiatan ini anggaran dan 

kinerja sudah terealisasi pada TW ITW 3: 

Sudah terealisasi TW 4: anggaran dan 

kinerja sudah terealisasi pada TW III

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

06

PROGRAM 

PEMBINAAN 

DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHA

N DESA

Persentase 

dokumen/laporan 

perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan desa 

yang disusun 

100,00 % 8.250.000,00 3.930.500,00 100,00 % 7.416.775,00 25,00 % 0,00 25,00 % 4.468.500,00 25,00 % 0,00 25,00 % 2.887.500,00 100,00 % 7.356.000,00 100,00 % 11.286.500,00 100,00 136,81
TW 1:3/12*100=25TW 2:3/12*100=25TW 

3:3/12*100=25TW 4:3/12*100=25

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

06-2.01

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Jumlah laporan 

hasil Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

0,00 3.930.500,00
12,00 

.Dokumen
7.416.775,00

3.00 

Dokumen
0,00

3.00 

Dokumen
4.468.500,00

3.00 

Dokumen
0,00

3.00 

Dokumen
2.887.500,00

12 

Dokumen
7.356.000,00

12 

Dokumen
11.286.500,00 0,00

TW 1: 3 dokumen (januari, pebruari, 

maret)TW 2: 3 dokumen (april, mei, juni)TW 

3: 3 dokumen (Juli, Agustus, September)TW 

4: 3 Dokumen (Okt, Nop, Des)

7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

06-2.01-2

Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa

Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

0,00 0,00 0,00
23 

Dokumen
2.913.733,00 5 Dokumen 0,00 7 Dokumen 0,00 7 Dokumen 0,00

4 

Dokumen
2.887.500,00

23 

Dokumen
2.887.500,00 23 2.887.500,00 0,00

TW 1: fasilitasi pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat Desa 2 dokumen, 

fasilitasi pencairan ADD dan DD 3 

dokumenTW 2: 7 dokumen : Pengangkatan 

dan perangkat Desa 1, fasilitasi pencairan 

DD dan ADD 3 dok, fasilitasi penerimaan 

PBB-P2 3 dokTW 3: TW III (7dok) : fasilitasi 

pencairan DD dan ADD 3 dok, fasilitasi 

penerimaan PBB-P2 4 dok

TW 4: 4 dok : 1 Pengangkatan dan 

perangkat Desa ,3 fasilitasi pencairan DD 

dan ADD 



7-01.7-

01.0-00.0-

00.03-01-

06-2.01-3

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa dan 

Pendayagunaa

n Aset Desa

Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa

0,00 0,00 3.930.500,00
33 

Dokumen
4.503.042,00 19 Dokumen 0,00 3 Dokumen 4.468.500,00 5 Dokumen 0,00

6 

Dokumen
0,00

33 

Dokumen
4.468.500,00 33 8.399.000,00 0,00

TW 1: TW1: Laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa (LPPD) 7 dok,Laporan 

pertanggungjawaban realissai pelaksanan 

APBDes (LPJRPAPBDes) 7, monitoring 

penyaluran BLTDD 3 dok, monitoring 

pelaksanaan musdes 2 dok (19 dok)TW 2: 3 

dokumen Monitoring penyaluran BLTDDTW 

3: TW III ( 5 dok) :monitoring penyaluram 

BLTDD 3 ,dokmonitoring pelaksanaan 

musdes 2 dok

TW 4: 6 dok :3 monitoring penyaluram 

BLTDD,dok monitoring pelaksanaan musdes 

3 dok

43,84 13,23 60,65 20,17 87,50 18,70 131,68 46,63 323,66 98,73

33,55 5.638,75 10.044,64 9.990,68 25.707,62

26,26 42,70 105,70 99,20 273,87

Rata-rata capaian kinerja program (%)

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Rata-rata capaian kinerja subkegiatan (%)

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:



Satuan

Target 

Kinerja 
Rp. 

Target 

Kinerja
Rp.

Target 

Kinerja
Rp.

Target 

Kinerja
Rp.

Target 

Kinerja
Rp.

Target 

Kinerja
Rp.

Target 

Kinerja
Rp.

Target 

Kinerja
Rp.

Target 

Kinerja
Rp.

1 2 3 4 5 6 8 9 9 10 11 12 13 14 26 27 15 16 28 29 17 18 19 20 23 24 21 22 25

1 KECAMATAN 2.418.734.565     2.436.034.652      2.671.250.969      2.436.035.000     2.486.253.481       2.436.035.000       2.436.035.000      2.679.640.000       14.842.514.217       

x KECAMATAN SURUH

1 Meningkatka

n 

Penyelenggar

aan 

Pemerintah 

Daerah yang 

bersih, 

efektif, 

efisien, 

produktif 

dan 

profesional

Nilai 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat 

Daerah

N/A N/A 79,00            79,50 80,00 80,50 81,00 81,00

Meningkatn

ya tata 

kelola 

pemerintaha

n yang 

efektif dan 

efisien

Nilai 

(Kategori 

Nilai) 

SAKIP

82,92 (A) 83,00 (A) 83,50 (A) 84,00 (A) 84,50 (A) 85,00 (A) 85,50 (A) 85,50 (A)

X.XX.1. Cakupan 

pelayanan jasa 

administrasi 

perkantoran yang 

difasilitasi;

rata-rata capaian 

realisasi terhadap 

target jenis jasa 

administrasi 

perkantoran pada 

masing-masing 

kegiatan

% 100% 100% 2.160.754.079     100% 2.225.249.743      100% 2.450.053.270      100% 2.234.035.000     100% 2.288.933.481       100% 2.244.035.000       100% 2.244.035.000      100% 2.378.890.195       100% 13.486.999.017       

Persentase nilai 

aset dalam 

kondisi baik

[(∑ rupah aset 

dalam kondisi 

baik/jumlah 

rupiah total aset) 

x 100%

% 100% 100% 78.379.520          100% 107.784.909         100% 71.284.218           100% 99.000.000          100% 72.320.000           100% 89.000.000            100% 89.000.000           100% 183.000.000          100% 646.164.429            

Persentase 

Ketersediaan 

Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

[(∑ Dokumen  

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja yang 

disusun Perangkat 

Daerah) / (∑ 

Dokumen  

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja yang 

seharusnya 

Perangkat Daerah) 

x 100%

% 100% 100% 1.329.659            100% 3.000.000            100% 3.000.000            100% 3.000.000            100% 3.000.000             100% 3.000.000              100% 3.000.000             100% 7.748.805              100% 21.078.464              

X.XX.1.20.

1.

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah yang 

disusun

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah yang 

disusun

Dokume

n

9 9 1.329.659          8                3.000.000           8 3.000.000           36 3.000.000           34 3.000.000            36 3.000.000            36 3.000.000           36 7.748.805            161         21.078.464            

X.XX.01.20.1.

1

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

yang disusun

Jumlah dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

yang disusun
Dokumen

9 9 1.329.659              8 3.000.000                8 3.000.000               0 -                              0 -                                0 -                               0 -                                17           4.329.659                

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat

Daerah

Dokumen

10 1.500.000               8 1.500.000                10 1.500.000                 10 1.500.000                10 4.000.000                  40           

X.XX.01.2.01.

06

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Laporan

26 1.500.000               26 1.500.000                26 1.500.000                 26 1.500.000                26 3.748.805                 104         

X.XX.1.20.

2.

Persentase 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah yang 

diselesaikan

rata-rata 

capaian realisasi 

terhadap target 

jenis 

administrasi 

keuangan pada 

masing-masing 

sub kegiatan

% N/A 100% 1.991.020.223   100% 2.036.176.652    100% 2.284.966.969    100% 2.059.714.652    100% 2.153.587.681     100% 2.059.714.652     100% 2.059.714.652    100% 2.101.777.395     100% 12.308.118.226     

X.XX.1.20.2.1

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Persentase Gaji 

dan Tunjangan 

ASN yang 

disalurkan/ 

dibayarkan

(Jumlah Gaji dan 

Tunjangan ASN 

yang disalurkan/ 

dibayarkan) / 

(Jumlah Gaji dan 

Tunjangan ASN 

keseluruhan 1 

tahun)

persen 100% 100%        1.913.093.423 100% 1.979.394.652       100% 2.205.706.969        3.892.488.075         

Formula/ Rumus 

Perhitungan 

Indikator

Capaian 

Kinerja Pada 

Tahun Awal 

Perencanaan

(Tahun 2020)

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah

Indikator 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra

7

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KO

TA

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Th. 2026P-APBD TH 2022 Th. 2024 Th. 2025

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SURUH

KABUPATEN TRENGGALEK

No. Tujuan
Indikator 

Tujuan
Sasaran

Indikator 

Sasaran

Kode 

Rekening

Bidang Urusan/ 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Ket

Th. 2022 Th. 2023Th. 2021 RKPD 2023



Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

Orang/bul

an

17 1.979.394.652       17 2.096.805.681         17 1.979.394.652         17 1.979.394.652        17 2.016.803.119         68           7.954.987.075         

X.XX.1.20.2.2

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah 

administrasi 

pelaksanaan tugas 

ASN yang disusun 

(buah/ dokumen)

Jumlah 

administrasi 

pelaksanaan tugas 

ASN yang disusun 

(buah/ dokumen)

Dokumen N/A 37              77.512.000 37 54.282.000             36 76.760.000             0 131.794.000            

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Dokumen

0 -                               50 77.820.000             50 54.282.000              50 77.820.000               50 77.820.000              50 79.474.276              200         312.934.276            

X.XX.1.20.2.3

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

dan

Pengujian/Verifika

si Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Dokumen

0 347 1.000.000               347 1.000.000                 347 1.000.000                  347 1.000.000                347 2.500.000                 1.388      5.500.000                

X.XX.1.20.2.5

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah laporan 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

yang disusun

Jumlah laporan 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

(dokumen)

N/A 1                   414.800 1 2.500.000                1 2.500.000                -                                1 2.914.800                

X.XX.1.20.2.7

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan

/Semesteran SKPD

Laporan

N/A 38 1.500.000               38 1.500.000                 38 1.500.000                 38 1.500.000                38 3.000.000                  152         7.500.000                

X.XX.1.20.3. Persentase 

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah yang 

diselesaikan 

% N/A -                               100% 2.000.000               100% 2.000.000                 100% 2.000.000                  100% 2.000.000                100% 4.000.000                  100% 10.000.000            

X.XX.1.20.3.6

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik

Daerah pada SKPD

Laporan

N/A 27 2.000.000               27 2.000.000                27 2.000.000                  27 2.000.000                27 4.000.000                  108         10.000.000              

X.XX.1.20.5. Persentase 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah yang 

diselesaikan

rata-rata 

capaian realisasi 

terhadap target 

penyediaan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

% N/A -                              100% 22.000.000              100% -                               100% 1.000.000               100% 1.000.000                 100% 21.000.000               100% 21.000.000              100% 31.000.000               100% 96.000.000            

X.XX.1.20.5.2

Pengadaan 

Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian 

Dinas Beserta 

Atribut 

Kelengkapannya 

yang diadakan 

(stel)

Jumlah Pakaian 

Dinas Beserta 

Atribut 

Kelengkapannya 

yang diadakan 

(stel)

stell N/A 0 20 22.000.000              20           22.000.000              

Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 

beserta Atribut

Kelengkapan

Paket 1 20.000.000                1 20.000.000              1 30.000.000                3              70.000.000              

X.XX.1.20.5.3

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi

Kepegawaian

Jumlah Dokumen 

Pendataan dan 

Pengolahan

Administrasi 

Kepegawaian

Dokumen

N/A 59 1.000.000               59 1.000.000                59 1.000.000                  59 1.000.000                59 1.000.000                  236         4.000.000                

X.XX.1.20.6. Persentase 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah yang 

diselesaikan

rata-rata 

capaian realisasi 

terhadap target 

jenis 

administrasi 

umum pada 

masing-masing 

sub kegiatan

% N/A 100% 107.592.874      100% 125.573.091       100% 102.161.341       100% 108.798.000       100% 77.478.000          100% 98.798.000          100% 98.798.000         100% 165.500.000        100% 705.059.965          

X.XX.1.20.6.1

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang

an Bangunan 

Kantor

Jumlah Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n Bangunan 

Kantor yang 

diadakan (buah)

Jumlah Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang diadakan 

(buah)

buah N/A 114                3.292.100 114 6.000.000                100 6.000.000               228         9.292.100                

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Paket

4 5.000.000               4 5.000.000                4 5.000.000                  4 5.000.000                4 8.000.000                  16           23.000.000              

X.XX.1.20.6.2

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang 

diadakan (buah)

Jumlah Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang 

diadakan (buah)

buah N/A 0                                - 467 27.000.000              377 10.871.233             467         27.000.000              

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan

Kantor yang 

Disediakan

Paket

4 15.000.000             4 15.000.000              4 15.000.000               4 15.000.000              4 30.000.000                16           75.000.000              

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada

Perangkat 

Daerah

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah



X.XX.1.20.6.3

Penyediaan 

Peralatan 

Rumah Tangga

Jumlah Peralatan 

Rumah Tangga  

yang diadakan 

(unit)

Jumlah Peralatan 

Rumah Tangga  

yang diadakan 

(unit)

buah N/A 467              15.079.130 15.079.130              

X.XX.1.20.6.4

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Bahan 

Logistik Kantor 

yang diadakan 

(unit)

Jumlah Bahan 

Logistik Kantor 

yang diadakan 

(unit)

buah N/A 150              28.083.439 150 4.000.000                150 4.000.000               300         32.083.439              

X.XX.1.20.6.5

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang

Disediakan

Paket

4 5.000.000               4 4.000.000                4 5.000.000                  4 5.000.000                4 10.000.000                16           25.000.000              

X.XX.1.20.6.5

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

diadakan (unit)

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

diadakan (unit)

unit N/A 15201                8.073.091 15201 9.073.091               15201 7.241.633               30.402    17.146.182              

Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

yang Disediakan

Paket

4 7.198.000               4 7.298.000                4 7.198.000                 4 7.198.000                4 20.000.000                16           41.594.000              

X.XX.1.20.6.7

Penyediaan 

Bahan/Material

Jumlah Material 

yang dipenyediaan 

(unit)

Jumlah Material 

yang dipenyediaan 

(unit)

unit N/A 980              11.857.700 980 35.000.000              900 32.610.000             1.960      46.857.700              

Jumlah Paket 

Bahan/Material yang 

Disediakan

Paket

4 32.000.000             4 20.000.000              4 32.000.000               4 32.000.000              4 44.500.000               16           140.500.000            

X.XX.1.20.6.8

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu

Jumlah Kunjungan 

Tamu yang 

difasilitasi (kali)

Jumlah Kunjungan 

Tamu yang 

difasilitasi (kali)

kali N/A 1                1.235.600 1 2.500.000                1 2.500.000               2              3.735.600                

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

laporan

4 2.500.000               4 2.500.000                4 2.500.000                 4 2.500.000                4 2.500.000                 16           10.000.000              

X.XX.1.20.6.9

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi yang 

diselenggarakan 

(kali)

Jumlah Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi yang 

diselenggarakan 

(kali)

kali N/A 12              39.971.814 12 42.000.000              12 38.938.475             24           81.971.814              

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Laporan

12 42.000.000             12 23.680.000              12 32.000.000               12 32.000.000              12 50.000.000                48           156.000.000            

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 

Pada SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 

Pada SKPD 

Dokumen

12 100.000                  12 100.000                     12 100.000                   12 500.000                     48           800.000                  

X.XX.1.20.7. Persentase 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah yang 

diselesaikan

rata-rata 

capaian realisasi 

terhadap target 

pengadaan BMD 

pada masing-

masing sub 

kegiatan

% 100% 100% 34.926.040        100% 45.000.000         100% 3.684.010           100% 30.000.000         100% 17.000.000          100% 20.000.000          100% 20.000.000         100% 45.000.000          100% 194.926.040          

X.XX.1.20.7.5

Pengadaan 

Mebel

Jumlah mebel 

yang diadakan 

(unit)

Jumlah mebel yang 

diadakan (unit)

unit N/A 0 -                          -               -                             

Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan
Unit

2 500.000              1 500.000               1 500.000              1 5.000.000            5              6.500.000                jadiny

a tidak 

dipake 

X.XX.1.20.7.6

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang diadakan 

(unit)

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang diadakan 

(unit)

unit N/A 4              34.926.040 4 45.000.000              1 3.684.010               8              79.926.040              

Jumlah Unit 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang

Disediakan

Unit

3 29.500.000             2 17.000.000              2 19.500.000               2 19.500.000              2 40.000.000                9              108.500.000            

X.XX.1.20.8. Persentase Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

diselesaikan

rata-rata 

capaian realisasi 

terhadap target 

penyediaan jasa 

penunjang pada 

masing-masing 

sub kegiatan

% 100% 100% 62.140.982        100% 41.500.000         100% 62.924.960         100% 62.522.348         100% 54.867.800          100% 62.522.348          100% 62.522.348         100% 76.612.800          100% 367.820.826          

X.XX.1.20.8.2

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah daya listrik 

kantor yang 

dicukupi (kwh)

Jumlah daya listrik 

kantor yang 

dicukupi (kwh)

kwh N/A 5237              26.156.820 5237 27.000.000              3624 21.312.160             10.474    53.156.820              

Jumlah jasa / 

bandwidth internet 

kantor yang 

dicukupi (rupiah)

Jumlah jasa / 

bandwidth internet 

kantor yang 

dicukupi (rupiah)

rupiah N/A ########       9.000.000  9E+06 ######## -                             

Jumlah jasa 

telepon kantor 

yang dicukupi 

(Rupiah)

Jumlah jasa 

telepon kantor 

yang dicukupi 

(Rupiah)

rupiah N/A ########          720.000 720000 ######## -                             

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

Laporan

              36 23.655.000                        36 20.655.000                             36 23.655.000                            36 23.655.000                           36 30.000.000                144         100.965.000            

X.XX.1.20.8.3

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Jumlah jasa 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

disediakan (unit)

Jumlah jasa 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

disediakan (unit)

unit N/A 193                6.532.954 193 10.000.000              193 10.000.000             386         16.532.954              

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah



Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

Laporan

10 7.254.548              10 5.000.000                10 7.254.548                10 7.254.548               10 15.000.000               40           36.763.644              

X.XX.1.20.8.4

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

disediakan 

(dokumen 

pembayaran gaji 

tenaga penunjang)

Jumlah Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

disediakan 

(dokumen 

pembayaran gaji 

tenaga penunjang)

Dokumen N/A 11              29.451.208 13 4.500.000                13 31.612.800             24           33.951.208              

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan

Umum Kantor yang 

Disediakan

Laporan

13 31.612.800            13 29.212.800              13 31.612.800               13 31.612.800             13 31.612.800               52           126.451.200            

X.XX.1.20.9. Persentase BMD 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

dipelihara

rata-rata 

capaian realisasi 

terhadap target 

pemeliharaan 

BMD pada 

masing-masing 

sub kegiatan

% 100% 100% 43.453.480        100% 62.784.909         100% 67.600.208         100% 69.000.000         100% 55.320.000          100% 69.000.000          100% 69.000.000         100% 138.000.000        100% 451.238.389          

X.XX.1.20.9.1

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang difasilitasi 

jasa 

pemeliharaannya 

(unit)

Jumlah Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang difasilitasi 

jasa 

pemeliharaannya 

(unit)

kali N/A 42              15.889.900 42 25.000.000              1 30.065.299             84           40.889.900              

X.XX.1.20.9.2

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang difasilitasi 

jasa 

pemeliharaannya 

(unit)

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang difasilitasi 

jasa 

pemeliharaannya 

(unit)

kali N/A 10                5.995.400 10 8.000.000                10 7.750.000               20           13.995.400              

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit

11 37.000.000             11 28.320.000              11 37.000.000               11 37.000.000              11 65.000.000               44           176.000.000            

X.XX.1.20.9.5

Pemeliharaan 

Mebel

Jumlah mebel 

yang dipelihara 

(unit)

Jumlah mebel 

(unit)

unit N/A 0                                - -               -                             

Jumlah Mebel yang 

Dipelihara
Unit

10 5.000.000               2 5.000.000                2 5.000.000                  2 5.000.000                2 7.000.000                  16           22.000.000              

X.XX.1.20.9.6

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan 

dan mesin lainnya 

yang dipelihara 

(unit)

Jumlah peralatan 

dan mesin lainnya 

yang dipelihara 

(unit)

unit N/A 39                8.981.760 39 7.784.909               37 7.784.909               78           16.766.669              

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang

Dipelihara

Unit

45 5.000.000               45 5.000.000                45 5.000.000                  45 5.000.000                45 8.000.000                  180         23.000.000              

X.XX.1.20.9.9

Pemeliharaan/R

ehabilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang dipelihara 

(unit)

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang dipelihara 

(unit)

unit N/A 1                1.691.200 1 9.000.000                1 9.000.000               2              10.691.200              

X.XX.1.20.9.11

Pemeliharaan/R

ehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

dipelihara (unit)

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

dipelihara (unit)

unit N/A 1              10.895.220 1 13.000.000              1 13.000.000             2              23.895.220              

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang

Dipelihara/Direhabil

itasi

Unit

2 22.000.000             2 17.000.000              2 22.000.000               2 22.000.000              2 58.000.000               8              124.000.000            

Mewujudkan 

sinergitas 

pelayanan 

yang prima 

berbasis big 

data

Indeks 

Sinergitas 

Kecamatan 

73,125 73,125 73,125 73,125 73,125 73,125 73,125 73,125

Meningkatn

ya layanan 

secara 

kolaboratif

Nilai 

Indeks 

Kepuasan 

Masyaraka

t 

83,00 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 87,50      

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah



2 07:01:02 Persentase 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

yang 

dilaksanakan

rata-rata capaian 

realisasi terhadap 

target pada 

masing-masing 

kegiatan 

pendukung 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

% 100% 100% 80.009.632          100% 70.152.000          100% 106.730.163         100% 70.152.000          100% 92.152.000           100% 70.152.000            100% 70.152.000           100% 77.168.000            100% 437.785.632            

7.1.2.20.1. Jumlah laporan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat 

Kecamatan yang 

disusun

Jumlah laporan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat 

Kecamatan 

(dokumen)

Dokumen N/A 0 0 12 15.000.000          12 15.000.000           12 15.000.000          12 27.000.000           12 15.000.000            12 15.000.000           12 22.016.000                      60 82.016.000            

7.1.2.20.1.1 Koordinasi/Siner

gi Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan 

Perangkat 

Daerah dan 

Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan Perangkat 

Daerah dan 

Instansi Vertikal 

Terkait yang 

dilaksanakan

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan Perangkat 

Daerah dan 

Instansi Vertikal 

Terkait (kali)

kali N/A 0 0 4 15.000.000          4 15.000.000             4              15.000.000              

Jumlah event 

musrenbang 

Kecamatan yang 

dilaksanakan

Jumlah event 

musrenbang 

Kecamatan yang 

dilaksanakan (... 

Kali)

event 3 3 3              -                             

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

Laporan 2 15.000.000          2 27.000.000              2 15.000.000            2 15.000.000           2 22.016.000            8              67.016.000              

7.1.2.20.2. Jumlah Laporan 

Penyelenggaraa

n Urusan 

Pemerintahan 

yang tidak 

Dilaksanakan 

oleh Unit  Kerja 

Perangkat 

Daerah yang 

ada di 

Kecamatan yang 

disusun

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang tidak 

Dilaksanakan 

oleh Unit  Kerja 

Perangkat 

Daerah yang ada 

di Kecamatan 

yang disusun 

(dokumen)

Dokume

n

N/A 12 1.090.000          12 1.000.000           12 1.000.000                     24 2.090.000              

7.1.2.20.2.1

Perencanaan 

Kegiatan 

Pelayanan 

kepada 

Masyarakat di 

Kecamatan

Jumlah Pelayanan 

kepada 

Masyarakat di 

Kecamatan yang 

dilaksanakan

Jumlah kegiatan 

Perencanaan Kegiatan 

Pelayanan kepada 

Masyarakat di Kecamatan 

(kali)

jenis 1850 1850                 1.090.000 4 1.000.000                4 1.000.000                1.854      2.090.000                

7.1.2.20.3.

Jumlah laporan 

Koordinasi 

Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Sarana 

Pelayanan 

Umum yang 

disusun

Jumlah laporan 

Koordinasi 

Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Sarana 

Pelayanan Umum 

(... Dokumen)

Dokume

n

N/A 12 660.000             12 15.000.000         12 17.386.844                   24 15.660.000            

7.1.2.20.3.1

Koordinasi/Siner

gi dengan 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau 

Instansi Vertikal 

yang terkait 

dalam 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Umum

Jumlah sarana 

dan prasarana 

pelayanan umum 

yang dipelihara

Jumlah sarana dan 

prasarana 

pelayanan umum 

yang dipelihara 

(unit)

unit N/A 1                    660.000 1 15.000.000              1 17.386.844             2              15.660.000              

7.1.2.20.4.

Jumlah Laporan 

Hasil 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

yang disusun

Jumlah Laporan 

Hasil 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

yang disusun 

(dokumen)

Dokume

n

N/A 12 78.259.632        12 39.152.000         12 73.343.319         12 55.152.000         12 65.152.000          12 55.152.000          12 55.152.000         12 55.152.000                    72 338.019.632          

7.1.2.20.4.1

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang Terkait 

dengan Pelayanan 

Perizinan Non 

Usaha

Jumlah Dokumen 

Non Perizinan Usaha 

yang Dilaksanakan

Dokume

n

12           2.000.000           12        2.000.000                12            2.000.000            12          2.000.000           12          2.000.000            48           8.000.000                

7.1.2.20.4.3

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang terkait 

dengan 

Kewenangan 

Lain yang 

Dilimpahkan

Jumlah Fasilitasi 

kegiatan UKS/PMI 

yang dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi 

kegiatan UKS/PMI 

yang dilaksanakan 

(... kali)

kali 0 4              78.259.632 4 39.152.000             4 73.343.319             117.411.632            

Penyelenggara

an Urusan 

Pemerintahan 

yang tidak 

Dilaksanakan 

oleh Unit  Kerja 

Perangkat 

Daerah yang 

ada di 

Kecamatan

Koordinasi 

Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Sarana 

Pelayanan 

Umum

PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat

Koordinasi 

Penyelenggara

an Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan



Jumlah PPKS 

(Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial) yang 

difasilitasi 

penanganannya

Jumlah PPKS 

(Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial) yang 

difasilitasi 

penanganannya (... 

orang)

orang 1 50 50 50

Jumlah kegiatan 

pembinaan PKK di 

kecamatan

Jumlah kegiatan 

pembinaan PKK di 

kecamatan (... Kali)

kali 4 10 10 10

Jumlah 

pendampingan 

program keluarga 

harapan (PKH)

Jumlah 

pendampingan 

program keluarga 

harapan (PKH) (... 

Kali)

kali 4 16 16 16

Jumlah kegiatan 

pendukung kegiatan 

seni budaya, 

pariwisata dan 

pembinaan pemuda 

dan olah raga

Jumlah kegiatan 

pendukung kegiatan 

seni budaya, 

pariwisata dan 

pembinaan pemuda 

dan olah raga (... 

Kali)

kali 2 2 2 2

Jumlah kegiatan 

yang mendukung 

program 

kabupaten/kota 

sehat 

Jumlah kegiatan 

yang mendukung 

program 

kabupaten/kota 

sehat  (... Kali)

kali 0 1 1 1

Jumlah laporan 

tanggap darurat awal 

bencana alam dan 

bencana sosial yang 

disusun

Jumlah laporan 

tanggap darurat awal 

bencana alam dan 

bencana sosial yang 

disusun (... 

Dokumen)

dokumen 12 12 12 12

Jumlah klub 

olahraga prestasi 

non lembaga sekolah 

yang mendapatkan 

pembinaan dan 

pengembangan

Jumlah klub olahraga 

prestasi non lembaga 

sekolah yang 

mendapatkan 

pembinaan dan 

pengembangan (... 

Klub)

kali 0 2 2 2

Jumlah organisasi 

Karang Taruna dan 

Karang Werdha yang 

dibina

Jumlah organisasi 

Karang Taruna dan 

Karang Werdha yang 

dibina (... Organisasi)

kali 2 14 14 14

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Kewenangan Lain 

yang Dilimpahkan

Laporan

12 53.152.000             12 63.152.000              12 53.152.000               12 53.152.000              12 53.152.000               48           212.608.000            

07:01:03

Persentase 

capaian kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

dan kelurahan 

yang dilaksanakan

rata-rata capaian 

realisasi terhadap 

target pada masing-

masing kegiatan 

pendukung 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

dan kelurahan

% 100% 100% 40.876.675          100% 9.750.000            100% 13.945.009           100% 9.750.000            100% 9.750.000             100% 9.750.000              100% 9.750.000             100% 10.725.000            100% 90.601.675              

7.1.3.20.1.

Jumlah Laporan 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa yang disusun 

Jumlah laporan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

(dokumen)

 Laporan  N/A        12 15.870.515          12 9.750.000            12 9.750.000             12 9.750.000              12 9.750.000             12 10.725.000                      60 55.845.515            

7.1.3.20.1.1

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa 

Jumlah Event 

Penyelenggaraan 

Musrenbang

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan Perangkat 

Daerah dan 

Instansi Vertikal 

Terkait (kali)

kali 4 15.870.515          4              15.870.515              

Jumlah Dokumen 

Hasil Musrenbang 

Jumlah event 

musrenbang 

Kecamatan yang 

dilaksanakan (... 

Kali)

kali 3 kali

7.1.3.20.1.3

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan 

Peningkatan 

Efektivitas

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Laporan

12 9.750.000            12 9.750.000                12 9.750.000              12 9.750.000             12 10.725.000            48           39.975.000              

7.1.3.20.3.

Jumlah Laporan 

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat 

Kecamatan yang 

disusun

Jumlah Laporan 

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat 

Kecamatan yang 

disusun 

(dokumen)

Dokume

n

N/A 12 25.006.160        12 9.750.000           12 13.945.009                   24 34.756.160            

7.1.3.20.3.4

Fasilitasi 

Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat

Jumlah Fasilitasi 

Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat yang 

dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi 

Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat yang 

dilaksanakan (kali)

kali 0 3              16.471.360 3 5.000.000                1 9.195.009               3 21.471.360              

7.1.3.20.3.5

Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

Guna

Jumlah Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

Guna yang 

dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

Guna yang 

dilaksanakan (kali)

kali 0 1                8.534.800 1 4.750.000               1 4.750.000               1 13.284.800              

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakata

n Tingkat 

Kecamatan

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN



07:01:04

Persentase 

Konflik yang 

ditindaklanjuti

Jumlah Konflik 

yang 

ditindaklanjuti / 

Jumlah Konflik 

yang terjadi

persen 100% 100% 44.231.346          100% 11.848.000          100% 15.099.109           100% 11.848.000          100% 11.848.000           100% 11.848.000            100% 11.848.000           100% 13.033.000            100% 104.656.346            

7.1.4.20.1.

Jumlah Laporan 

Hasil Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

yang disusun

Jumlah Laporan 

Hasil Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

yang disusun (... 

Dokumen)

Dokumen N/A        12 44.231.346        12 11.848.000         12 15.099.109         12 11.848.000         12 11.848.000          12 11.848.000          12 11.848.000         12 13.033.000                    72 104.656.346          

7.1.4.20.1.1

Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia dan 

Instansi Vertikal 

di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah fasilitasi 

koordinasi 

pelaksanaan 

trantribum           

Jumlah fasilitasi 

koordinasi 

pelaksanaan 

trantribum (... Kali)

kali N/A 12              42.551.346 5 10.000.000              5 13.234.405             17           52.551.346              

Jumlah 

operasi/patroli 

trantibum linmas 

yang dilaksanakan

Jumlah 

operasi/patroli 

trantibum linmas (... 

Kali)

kali N/A 12 12 12

Jumlah Laporan 

Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia 

dan Instansi Vertikal 

di

Wilayah Kecamatan

Laporan

12 10.000.000             12 10.000.000              12 10.000.000                12 10.000.000              12 11.033.000               48           41.033.000              

7.1.4.20.1.2

Harmonisasi 

Hubungan 

Dengan Tokoh 

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat

Jumlah kegiatan 

Harmonisasi 

Hubungan Dengan 

Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat 

yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan 

Harmonisasi 

Hubungan Dengan 

Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat 

(... Kali)

kali

N/A 4                 1.680.000 4 1.848.000               4 1.864.704               8              3.528.000                

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Harmonisasi 

Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan 

Tokoh

Masyarakat

Laporan

12 1.848.000               12 1.848.000                12 1.848.000                 12 1.848.000                12 2.000.000                  48           7.544.000                

07:01:06

Persentase 

dokumen/laporan 

perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan desa 

yang disusun 

dengan benar dan 

tepat waktu

Jumlah 

dokumen/laporan 

perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan desa 

yang disusun 

dengan benar dan 

tepat waktu 

dibagi jumlah 

dokumen/laporan 

perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan desa 

yang seharusnya 

disusun dengan 

benar dan tepat 

waktu dikali 

seratus persen

% 100% 100% 13.153.654          100% 8.250.000            100% 11.139.200           100% 8.250.000            100% 8.250.000             100% 8.250.000              100% 8.250.000             100% 9.075.000              100% 55.228.654              

7.1.6.20.1.

Jumlah laporan 

hasil Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

yang dilaksanakan

Jumlah laporan hasil 

Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

yang dilaksanakan 

(... Dokumen)

Dokumen N/A 12 13.153.654        12 8.250.000           12 11.139.200         12 8.250.000           12 8.250.000            12 8.250.000            12 8.250.000           12 9.075.000                      72 55.228.654            

7.1.6.20.1.1

Fasilitasi 

penyusunan 

peraturan Desa 

dan peraturan 

Kepala Desa 

Jumlah Fasilitasi 

penyusunan 

peraturan Desa dan 

peraturan Kepala 

Desa yang 

dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi 

penyusunan 

peraturan Desa dan 

peraturan Kepala 

Desa (kali)

kali N/A 14 3.000.000           14

5.889.200               

14           3.000.000                

7.1.6.20.1.2

Fasilitasi 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

Desa

Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

Dokumen

45 3.000.000               45 3.000.000                45 3.000.000                  45 3.000.000                45 3.825.000                 45 3.000.000                    

7.1.6.20.1.3

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa

Jumlah Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa yang 

dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa (kali)

kali N/A 1                3.968.654 1 5.250.000               1

5.250.000               

2              9.218.654                

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa

PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM

Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggara

an 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum



Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan

Aset Desa

Dokumen

49 5.250.000               49 5.250.000                49 5.250.000                 49 5.250.000                49 5.250.000                 45 3.000.000                    

7.1.6.20.1.7

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Tugas, Fungsi, 

dan Kewajiban 

Lembaga 

Kemasyarakatan

Jumlah  

Pembinaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

(desa) 

Jumlah  

Pembinann 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

(desa)

kali N/A 3  Rp          9.185.000 -                                1 9.185.000                

4 2.436.034.652      2.671.250.969      2.436.035.000     2.486.253.481       2.436.035.000       2.436.035.000      2.679.640.000       14.831.370.766       Jumlah


